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ABSTRAK 

 

Analisis Putusan Nomor 67/K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama 

Jenis Dalam Instansi Kemiliteran 

 

Elisa Puspita 

 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat berpotensi merusak bangsa, 

terutama terpengaruh oleh pandangan dan kebiasaan seksual dari luar negeri. 

Dampaknya dapat menciptakan kejahatan terhadap moralitas dalam masyarakat, 

termasuk dalam Instansi Kemiliteran. Ada banyak anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) terlibat dalam perilaku menyimpang dan pelanggaran dimata 

hukum. Dibentuknya lembaga Peradilan Militer tidak lain ialah untuk menindak 

para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat 

kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Hukum Pidana Militer 

tidak secara spesifik mengatur tindak pidana persetubuhan sesama jenis 

(gay/homo/lesbi) bagi anggota militer, sehingga penanganan perkara semacam ini 

dianggap melanggar kedinasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam instansi 

kemiliteran. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 

Menggunakan sumber dari hukum islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Bahan 

hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Perundang-

Undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier, yaitu artikel 

serta literatur di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. 

Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan 

secara deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum dari tindakan 

pencabulan sesama jenis yang dilakukan TNI sesuai dengan pasal-pasal oditur 

militer dakwakan pada Putusana Nomor 67 K/Mil/2021 yakni pasal 294 ayat (2) 

ke-1 KUHP, pasal 281 ke-1 KUHP, dan pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Bentuk 

pemberatan pidana terhadap TNI yang melakuakan pencabulan sesama jenis 

dengan bawahannya yaitu berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer 

apalagi perbuatannya melibatkan keluarga besar Militer. Hasil analisis penulis 

mengenai Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pencabulan sesama 

jenis yang dilakukan oleh anggota militer dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 

dirasa kurang tepat karena hanya menjatuhkan pidana satu Pasal saja yakni Pasal 

103 Ayat (1) KUHPM, karena berdasarkan fakta di Persidangan perbuatan 

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tiga pasal yang didakwakan yakni Pasal 

294 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, dan Pasal 103 Ayat (1) 

KUHPM. 

 

Kata Kunci: Putusan, Pencabulan Sesama Jenis, Kemiliteran 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Relpubllik Indonelsia mlelrupakan nelgara hukuml (relchstaat), 

selblagaimlana tellah ditelgaskan dalaml Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Nelgara Relpubllik Indonelsia tahun 1945. Ini mlelngimlplikasikan blahwa seltiap 

tindakan atau pelrbluatan diatur olelh pelraturan, mlulai dari awal kelhidupan hingga 

seltellah mlelninggal dunia. 

Hukuml hadir untuk mlelmlastikan adanya kelselimlblangan dalaml mlasyarakat 

selrta mlelnjaga keltelrtiblan dan kelseljahtelraan. Para ahli tidak ada kelsamlaan 

pandangan apa yang mlelnjadi tujuan hukuml. Ada ahli yang mlelmlandang blahwa 

tujuan hukuml untuk mlellindungi kelpelntingan mlasyarakat, dan juga mlelmlandang 

blahwa tujuan hukuml untuk mlelngatur tata telrtibl dalaml mlasyarakat, dan lainnya. 

Sudikno MLelrtokusumlo blelrpelndapat blahwa blila dikaitkan delngan fungsi hukuml 

selblagai pelrlindungan kelpelntingan mlanusia hukuml mlelmlpunyai tujuan. Hukum l 

mlelmlpunyai sasaran yang helndak dicapai. Adapun tujuan dasar hukuml adalah 

mlelnciptakan tatanan mlasyarakat yang telrtibl, dan selimlblang dalaml kelhidupan 

blelrmlasyarakat. Dapat dicapainya keltelrtiblan dalaml mlasyarakat diharapkan 

kelpelntingan mlanusia akan telrlindungi. Dalaml mlelncapai tujuannya itu hukum l 

blelrtugas untuk mlelmlblagi hak dan kelwajiblan antar pelrorangan di dalaml 

mlasyarakat, mlelmlblagi welwelnang, dan mlelngatur cara mlelmlelcahkan mlasalah 

hukuml selrta mlelmlellihara kelpastian hukuml.1 M Laka dari itu mlasyarakat dan 

keltelrtiblan mlelmlpunyai hublungan yang sangat elrat. Normla atau kaidah dipelrlukan 

 
1 Sudikno MLelrtokusumlo, 2003, MLelngelnal Hukuml Suatu Pelngantar, Yogyakarta: Liblelrty, 

halam lan 77. 
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kelblelradaanya dalaml mlasyarakat untuk mlelnciptakan keltelrtiblan dan keltelraturan 

dalaml mlasyakat telrselblut, delngan delmlikian mlanusia selcara individu dan 

mlasyarakat selcara kolelktif dapat mlelmlelnuhi kelblutuhan dan kelpelntingannya.2 

Normla mlelmliliki arti blahwa mlasyarakat diharapkan mlelnaati selmlua keltelntuan atau 

kaidah delngan nilai normlatif, walaupun tidak selmlua anggota mlasyarakat blelrseldia 

mlelmlatuhinya. 

Hukuml pidana mlelrupakan salah satu jelnis hukuml yang ada di Indonelsia. 

Hukuml pidana adalah selb luah aturan atau hukuml yang dapat mlelngatur 

pellanggaran dan keljahatan telrhadap kelpelntingan umluml, dan kelpada pellakunya 

dapat diancaml hukumlan blelrupa pelndelritaan atau siksaan. Hukuml pidana diartikan 

selblagai aturan hukuml yang mlamlaksa dari suatu pelrbluatan yang dilarang, dan 

telrhadap pelrbluatan itu akan ada ancamlan blelrupa sanksi yang sudah ditelntukan 

jelnisnya. 

Tindak pidana dibleldakan mlelnjadi dua 2 (dua), yakni tindak pidana umluml 

dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umluml adalah tindak pidana yang 

dilakukan olelh orang-orang umluml, selmlelntara tindak pidana khusus adalah tindak 

pidana yang dilakukan pada pihak-pihak telrtelntu, dalaml hal ini selpelrti mlilitelr 

(TNI). MLelskipun hukuml pidana umluml blelrlaku untuk seltiap orang telrmlasuk juga 

mlilitelr (TNI), jika selorang anggota mlilitelr mlellakukan pellanggaran telrhadap 

hukuml dan normla mlasyarakat atau dianggap mlellanggar aturan keldinasan, disiplin 

dan tata telrtibl mlilitelr, hal telrselblut dianggap mlelrusak relputasi TNI. Sellain itu, 

mlilitelr tunduk pada keltelntuan khusus dalaml KUHP yang blelrlaku untu mlelrelka. 

 
       2 Rahm lan Syamlsuddin, 2019, Pelngantar Hukuml Indonelsia, Jakarta: Prelnadelmleldia Group, 

halam lan 6. 
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Keltelntuan-keltelntuan khusus telrselblut diatur dalaml Kitabl Undang-Undang Hukuml 

Pidana M Lilitelr (KUHPM Lilitelr).  

Prajurit TNI pada hakikatnya adalah individu yang selcara khusus dididik, 

dilatih, dan diblina delngan disiplin keltat untuk mlelnghadapi atau mlelnanggulangi 

ancamlan dari luar atau dalaml nelgelra delngan tujuan mlelnjaga keldaulatan Relpubllik 

Indonelsia. Telntara Nasional Indonelsia hadir selblagai sarana pelrtahanan nelgara, 

blelrtujuan untuk mlelnjaga keldaulatan dan kelsatuan wilayah Indonelsia.  

Tindak pidana mlilitelr telrblagi mlelnjadi tindak pidana mlilitelr mlurni dan 

tindak pidana mlilitelr camlpuran. Tindak pidana mlilitelr mlurni blelrlaku khusus 

dalaml lingkup mlilitelr dan blelrlaku blagi anggota mlilitelr yang mlellakukan 

pellanggaran. Seldangkan tindak pidana mlilitelr camlpuran mlelliblatkan pelrbluatan 

yang dilarang olelh hukuml lain, dianggap hukumlan yang diblelrikan olelh hukuml 

telrselblut telrlalu ringan blagi pelrsonell mlilitelr. MLelskipun Pasal 52 KUHP mlelmlblahas 

pelningkatan ancamlan pidana, ancamlan telrselblut dianggap blelluml mlelncukupi untuk 

mlelcapai keladilan yang diatur dalaml KUHPML selsuai delngan kondisi mlilitelr. 

M Lilitelr harus mlelnghormlati dan mlelnelrapkan disiplin mlilitelr. Disiplin 

mlilitelr adalah jiwa mlilitelr selhingga mlelliputi mlelliputi selluruh kelhidupan mlilitelr. 

Seljarah mlelnunjukkan blahwa awalnya disiplin blelrkaitan delngan keltaatan pada 

pelraturan dan tata telrtibl. Hal ini mlelncakup patuh telrhadap pelrintah atasan, 

kelpatuhan pada selmlua pelraturan dan undang-undang yang blelrlaku. MLelskipun 

pandangan ini mlasih ada, pelnelgakkan disiplin mlilitelr dianggap mlelnjadi 

kelwajiblan yang telrus-mlelnelrus. 
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M Lasih selring ditelmlui anggota mlilitelr yang mlelngablaikan disiplin dan 

blahkan mlellanggar hukuml, blaik itu pellanggaran atas hukuml pidana mlilitelr itu 

selndiri selpelrti delselrsi, tidak mlelmlatuhi pelrintah dinas dan lain-lain mlaupun juga 

yang mlellanggar hukuml pidana umluml selpelrti pelnganiayaan, pelncurian, pelrbluatan 

asusila dan selblagainya. Hal ini telntu akan mlelndorong namla blaik keldinasan yakni 

TNI itu selndiri.3 

Kelmlajuan telknologi yang selmlakin pelsat blelrpotelnsi mlelrusak blangsa, 

telrutamla telrpelngaruh olelh pandangan dan kelbliasaan selksual dari luar nelgelri. 

Damlpaknya dapat mlelnciptakan keljahatan telrhadap mloralitas dalaml mlasyarakat, 

telrmlasuk di dalaml TNI. Dalaml KUHP, tindak pidana kelsusilaan diatur dalaml blabl 

kel-XIV bluku kel-II selblagai upaya pelrlindungan mlasyarakat dari pelrilaku tidak 

selnonoh.  

Asusila adalah pelrbluatan atau tingkah laku yang mlelnyimlpang dari normla 

atau kaidah kelsopanan yang saat ini celndelrung blanyak telrjadi di kalangan 

mlasyarakat, telrutamla relmlaja.4 Pelncablulan mlelrupakan salah satu blelntuk dari 

keljahatan kelasusilaan. Pelncablulan adalah tindakan yang mlelliblatkan kelinginan 

selksual selselorang untuk mlellakukan pelrbluatan yang mlelrangsang hasrat selksual. 

Dasar hukuml mlelngelnai tindak pidana pelncablulan diatur dalaml BLabl XIV Kitabl 

Undang-Undang Hukuml Pidana (KUHP). 

Ada blanyak anggota Telntara Nasional Indonelsia (TNI) telrliblat dalam l 

pelrilaku mlelnyimlpang dan pellanggaran di mlata hukuml. Jika selorang anggota TNI 

 
3 MLuhamlm lad Ramladhion Prastopo. (2022). “Pelm lidanaan Anggota MLilitelr Pellaku 

Pelrseltubluhan Selsamla Jelnis (Studi Putusan Nom lor 231-K/PML.II-8/AU/XII/2020)”. Relform lasi 

Hukum l Trisaksi, Vol.4, No.1, halam lan 191. 
4 Hasanal MLulkan, 2022, Kapita Sellelkta Hukuml Pidana, Palelmlblang: Kelncana, halamlan 105. 
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mlellakukan pelrbluatan tidak telrpuji atau blahkan tindak pidana, mlelrelka akan 

ditindak selsuai hukuml tanpa mlelmlandang jablatan, mlelngikuti asas pelrsamlaan di 

mluka hukuml. M Lelskipun seltiap profelsi dianggap samla di mlata hukuml, karelna 

blelblan kelwajiblan angkatan blelrsanjata, dipelrlukan undang-undang khusus dan 

pelradilan yang telrpisah. 

Pelradilan mlilitelr adalah lingkungan diblawah MLahkamlah Agung yang 

mlellaksanakan kelkuasaan kelhakimlan mlelngelnai tindak pidana yang dilakukan olelh 

mlilitelr.5 Diblelntuknya lelmlblaga pelradilan mlilitelr tidak lain ialah untuk mlelnindak 

para anggota Telntara Nasional Indonelsia yang mlalakukan tindak pidana dan 

mlelnjadi salah satu alat kontrol blagi anggota TNI dalaml mlelnjalankan tugasnya.  

Hukuml pidana mlilitelr tidak selcara spelsifik mlelngatur tindak pidana 

pelrseltubluhan selsamla jelnis (gay/homlo/lelsbli) blagi anggota mlilitelr, selhingga 

pelnanganan pelrkara selmlacaml ini dianggap mlellanggar keldinasan. Selblagaimlana 

kasus anggota mlilitelr yang blelrpangkat Komlandan BLatelrai delngan kelpangkatan 

selorang Kapteln, yaitu Adel Gunawan yang blelrtugas di kelsatuan Yonarhanud 

1/PBLC/1 Kostrad, selblagaimlana dalaml Putusan Nomlor 67 K/M Lil/2021. Dalam l 

kasus ini Telrdakwa mlellanggar disiplin mlilitelr yakni mlellakukan pelncablulan 

selsamla jelnis (gay). Pelrbluatan pelncablulan selsamla jelnis (gay) telrselblut dilakukan 

Telrdakwa delngan blawahannya di blarak/asramla Tamltamla Relmlaja. 

Hukuml pidana mlilitelr tidak mlelngatur selcara spelsifik telntang tindak pidana 

pelncablulan selsamla jelnis (gay/homlo/lelsbli) blagi anggota mlilitelr. Olelh karelna itu, 

pelnanganan pelrkara selmlacaml ini dianggap selblagai pelrbluatan yang mlellawan atau 

mlellanggar keldinasan, selpelrti telrjadi dalaml Putusan Nomlor 67 K/M Lil/2021.  

 
5 MLoh. Askin, Diah Ratu Sari dan MLasidin, 2020, Pelngantar Ilmlu Hukuml, Jakarta: Kelncana, 

halam lan  224. 
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BLelrdasarkan latar blellakang telrselblut, Pelnulis telrtarik untuk mlelnganalisis 

putusan hakiml telrhadap tindak pidana pelncablulan selsamla jelnis delngan judul 

“Analisis Putusan Nomlor 67 K/MLil/2021 Telntang  Pellaku Pelncablulan 

Selsamla Jelnis Dalaml Instansi Kelmlilitelran”. 

1. Rumlusan MLasalah 

a. BLagaimlana pelngaturan hukuml telrhadap mlilitelr yang mlellakukan 

pelncablulan selsamla jelnis di Indonelsia? 

b. Apa tindakan yang mlelmlblelratkan pellaku pelncablulan selsamla jelnis di 

Kelmlilitelran? 

c. BLagaimlana analisis pelrtimlblangan hakiml dalaml mlelnjatuhkan putusan 

tindak pidana pelncablulan selsamla jelnis olelh anggota mlilitelr dalaml putusan 

pelrkara Nomlor 67 K/M Lil/2021? 

2. Tujuan Pelnellitin 

a. Untuk mlelngeltahui pelngaturan hukuml telrhadap mlilitelr yang mlellakukan 

pelncablulan selsamla jelnis di Indonelsia. 

b. Untuk mlelnganalis tindakan yang mlelmlblelratkan pellaku pelncablulan selsamla 

jelnis di Kelmlilitelran. 

c. Untuk mlelnganalisis pelrtimlblangan hakiml dalaml mlelnjatuhkan putusan 

tindak pidana pelncablulan selsamla jelnis olelh anggota mlilitelr dalaml putusan 

pelrkara Nomlor 67 K/M Lil/2021. 

3. MLanfaat Pelnellitian 

BLelrdasarkan uraian dalaml latar blellakang mlasalah, mlaka mlanfaat 

dari pelnellitian ini adalah selblagai blelrikut: 
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a. M Lanfaat Teloritis 

Pelnulisan pelnellitian ini yang blelrjudul “Analisis Putusan Nomlor 67 

K/M Lil/2021 Telntang  Pellaku Pelncablulan Selsamla Jelnis Dalam l 

Instansi Kelmlilitelran” diharapkan dapat mlelmlblelrikan sumlblangan 

pelmlikiran dan landasan telori blagi pelngelmlblang ilmlu pelngeltahuan, 

khusunya ilmlu hukuml pidana, telrutamla hukuml pidana mlilitelr. Selrta 

dapat mlelnjadi relfelrelnsi dan litelratur yang dapat digunakan untuk 

mlelnyellelsaikan kasus mlelngelnai tindakan mlellanggar kelsusilaan yang 

dilakukan olelh Oknuml MLilitelr. 

b. M Lanfaat Praktis  

1) BLagi pelnulis, hasil pelnellitian ini dapat mlelnamlblah wawasan dan 

pelngeltahuan blagi pelnulis, khususnya mlelngelnai pelrtimlblangan 

hakiml dalaml mlelnjatuhkan putusan sanksi pidana kelpada 

anggota TNI yang mlellakukan tindakan pelncab lulan selsamla jelnis 

dalaml pelradilan mlilitelr di Indonelsia. 

2) BLagi institusi pelngadilan mlilitelr, hasil pelnellitian ini diharapkan 

dapat mlelmlblelrikan kontriblusi pelmlikiran blagi hakiml untuk 

mlelnjalankan keladilan dalaml mlelmlblelrikan putusan sanksi pidana  

selsuai delngan hukuml yang blelrlaku di Indonelsia, telrutamla dalaml 

kontelks ilmlu hukuml pidana mlilitelr. 

3) BLagi hakiml, hasil pelnellitian ini diharapkan dapat mlelmlblelrikan 

kontriblusi blelrpikir pada hakiml untuk mlelnelrapkan keladilan 

dalaml mlelnelrapkan sanksi pidana selsuai delngan pelngaturan 
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hukuml yang blelrlaku di Relpubllik Indonelsia, telrutamla dalaml 

kontelks ilmlu hukuml pidana mlilitelr. 

4) BLagi mlasyarakat luas, agar mlasyarakat mlelmlpelrolelh keljellasan 

hukuml telntang pelrtimlblangan hakiml dalaml mlelngamlblil 

kelputusan telrkait sanksi pidana kelpada anggota TNI yang 

telrliblat dalaml tindakan asusila dalaml pelngadilan mlilitelr di 

Indonelsia. 

B. Delfinisi Opelrasional 

Delfinisi opelrasional pelnellitian adalah prosels mlelnguraikan dan 

mlelnjellaskan konselp atau variablell-variablell yang akan diukur dalaml suatu 

pelnellitian. Delfinisi opelrasional mlelmlblantu mlelngklarifikasikan blelgaimlana suatu 

variablell yang akan diukur atau diamlati selhingga dapat dilakukan pelngumlpulan 

data yang sitelmlatis dalaml mlelnganalisis pokok pelrkara yang akan ditelliti 

mlelngelnai “Analisis Putusan Nomlor 67 K/MLil/2021 Telntang  Pellaku 

Pelncab lulan Selsamla Jelnis Dalaml Instansi Kelmlilitelran”, selhingga pelnellitian 

diharapkan dapat dilakukan delngan lelblih telrstruktur dan dapat mlelmlblelrikan 

pelmlahamlan yang mlelndalaml telrhadap pokok pelrmlasalahan telrhadap pelmlblaca. 

Adapun pelnjellasan telrhadap delfinisi opelrasional judul telrselblut yaitu: 

1. Analisis 

Analisis adalah prosels sistelmlatis untuk mlelmlelriksa atau mlelrinci selsuatu 

delngan tujuan mlelmlahamli, mlelngidelntifikasi pola, mlelmlelcahkan mlasalah, 

atau mlelmlbluat kelputusan. 
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2. Putusan Hakiml 

Putusan hakiml adalah pelrnyataan hakiml yang dituangkan dalaml blelntuk 

telrtulis dan diucapkan olelh hakiml dalaml pelrsidangan selblagai hasil dari 

pelmlelriksaan suatu pelrkara. 

3. Pellaku 

Pellaku adalah selselorang yang mlellakukan suatu tindakan atau aktivitas. 

pellaku pidana mlelrupakan selselorang yang mlalakukan tindakan atau 

pelrbluatan yang dianggap mlelrugikan mlasyarakat.  

4. Pelncablulan Selsamla Jelnis  

Pelncablulan selsamla jelnis adalah tindakan selksual yang mlelliblatkan 

individu-individu delngan jelnis kellamlin yang samla, tanpa pelrseltujuan atau 

adanya unsur paksaan.  

5. Instansi Kelmlilitelran 

Instansi kelmlilitelran mlelrupakan organisasi atau lelmlblaga yang 

blelrtanggungjawabl atas opelrasional, kelamlanan, dan pelrtahanan suatu 

nelgara. Di Indonelsia, instansi mlilitelr mlelncakup TNI (Telntara Nasional 

Indonelsia) yang telrdiri dari tiga cablang yaitu: TNI Angkata Darat, TNI 

Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 

C. Kelaslian Pelnellitian 

Kasus mlelngelnai pellaku pelncablulan selsamla jelnis  mlelmlang blukanlah suatu 

hal yang blaru di Indonelsia. BLanyak para pelmlelrhati hukuml tellah mlelngangkat isu 

ini. Pelnulis mlelmlastikan blahwa pelnellitian ini adalah karya asli tanpa publlikasi dari 
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karya ilmliah selblellumlnya. Pelnellitian ini fokus pada telmla dan pokok pelmlblahasan 

yang pelnulis telliti telrkait “Analisis Putusan Nomlor 67 K/MLil/2021 Telntang  

Pellaku Pelncablulan Selsamla Jelnis Dalaml Instansi Kelmlilitelran”. 

Dari blelblelrapa judul pelnellitian selblellumlnya, pelnulis mlelnelmlukan blelblelrapa 

judul pelnellitian yang mlelngangkat telmla dan pelmlblahasan yang hamlpir mlelndelkati 

samla delngan pelnellitian skripsi pelnulis, adapun judul telrselblut selblagai blelrikut : 

1. Skripsi M Lartha Pratiwi delngan NIM L 30302000176 mlahasiswa Fakultas 

Hukuml, Univelrsitas Islaml Sultan Agung Selmlarang, tahun 2023 yang 

blelrjudul “Tinjauan Yuridis Pelnelgakan Hukuml BLagi Pellaku Tindak Pidana 

Kelsusilaan Selsamla Jelnis Yang Dilakukan Anggota Telntara Nasional 

Indonelsia (Studi Putusan Pelngadilan M Lilitelr Nomlor: 231-K/PML II-

8/AU/XII/2020, 24-K/PM L.III-12/AD/11/2020, Dan 49-K/PML.II-

9/AD/III/2020)”. Skripsi ini mlelrupakan pelnellitian yang lelblih mlelngkaji 

mlelngelnai pelnelgakan hukuml blagi pellaku LGBLT di lingkungan TNI, yang 

mlana para pellaku mlellakukan hal telrselblut atas dasar suka samla suka. 

2. Skripsi Vira Kamlila Azzahra delngan NIML 1812011085 mlahasiswa 

Fakultas Hukuml, Univelrsitas Lamlpung, tahun 2022 yang blelrjudul 

“Analisis Krimlinologis Keljahatan Pelncablulan Selsamla Jelnis Telrhadap 

Anak (Studi Kasus Polrelsta BLandar Lamlpung). Skripsi ini mlelrupakan 

pelnellitian yang lelblih mlelngkaji mlelngelnai faktor pelnyelblabl telrjadinya 

keljahatan pelncablulan selsamla jelnis dan upaya pelnanggulangan kelpolisian 

telrhadap keljahatan telrselblut. Dalaml pelnellitian skripsi ini yang mlelnjadi 

korblan atas pelncablulan selsamla jelnis yaitu anak di blawah umlur. 
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3. Skripsi Andi Nur Hijriyanti  delngan Nomlor Induk bl011181555 mlahasiswa 

Fakultas Hukuml, Univelrsitas Hasanuddin, tahun 2022 yang blelrjudul 

“Tinjauan Yuridis Telrhadap Putusan BLelblas Pada Tindak Pidana 

Pelncablulan Selsamla Jelnis Olelh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan 

Nomlor: 39-K/PML II-08/AD/II/2020). Skripsi ini mlelrupakan pelnellitian 

yang lelblih mlelngkaji mlelngelnai pelrtimlblangan hukuml hakiml dalam l 

mlelnelntukan putusan blelblas telrhadap pellaku LGBLT  di lingkungan TNI, 

yang mlana para pellaku mlellakukan hal telrselblut atas dasar suka samla suka. 

D. MLeltodel Pelnellitian 

1. Jelnis Pelnellitian 

Jelnis pelnellitian yang digunakan olelh pelnulis dalaml dalaml pelnulisan 

skripsi ini ialah suatu jelnis pelnellitian hukuml normlatif (yuridis normlatif). 

Pelnellitin hukuml normlatif blisa juga diselblut selblagai pelnellitian hukum l 

doktrinal. Pada pelnellitian ini, selring kali hukuml dikonselpsikan selblagai apa 

yang telrtulis dalaml pelraturan pelrundang-undangan (law in b look) atau hukuml 

yang dikonselpsikan selblagai kaidah atau normla yang mlelrupakan patokan 

blelrpelrilaku mlasyarakat telrhadap apa yang dianggap pantas.6 Adapun yang 

dimlaksud delngan pelnellitian hukuml normlatif atau pelnellitian kelpustakaan 

mlelrupakan jelnis pelnellitian yang mlelngkaji dan mlelnganalisis karya-karya tulis 

selpelrti telori-telori, prinsip-prinsip hukuml, pelraturan pelrundang-undangan, dan 

mlatelri lain yang rellelvan delngan topik skripsi. 

 

 
6 Jonaeldi ELfelndi & Johnny Iblrahim l, 2021, MLeltodel Pelnellitian Hukuml Normlatif dan ELmlpiris, 

Jakarta: Kelncana, halam lan 124. 
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2. Sifat Pelnellitian 

Dilihat dari sifatnya, pelnellitian ini adalah pelnellitian delskriptif, yaitu 

pelnellitian yang blelrsifat pelmlaparan, dan blelrtujuan untuk mlelmlpelrolelh 

gamlblaran (delskripsi) lelngkap telntang keladaan hukuml yang blelrlaku di telmlpat 

telrtelntu, atau mlelngelnai geljala yuridis yang ada, atau suatu pelrstiwa hukuml 

telrtelntu yang telrjadi dalaml mlasyarakat.7 

3. Pelndelkatan Pelnellitian 

Pelndelkatan pelnellitian yang akan digunakan dalaml pelnulisan skripsi 

ini yaitu pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel approach) dan pelndelkatan 

kasus (casel approach). Pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel approach), 

pelndelkatan ini dilakukan delngan mlelnellaah selmlua pelraturan pelrundang-

undangan dan relgulasi yang telrkait delngan isu hukuml yang seldang diblahas 

(ditelliti).8 Seldangkan pelndelkatan kasus (casel approach) dalaml pelnellitian 

normlatif tujuannya untuk mlelmlpellajari blagaimlana pelnelrapan normla-normla 

atau kaidah hukuml dilakukan dalaml praktik hukuml, kasus-kasus yang tellah 

diputus selblagaimlana yang dapat dilihat dalaml yurisprudelnsi telrhadap 

pelrkara-pelrkara yang mlelnjadi fokus pelnellitian.9 

4. Sumlblelr Data Pelnellitian 

Sumlblelr data pelnellitian yang pelnulis gunakan dalaml pelnulisan skripsi 

ini adalah selblagai blelrikut : 

 
7 MLuhaimlin, 2020, MLeltodel Pelnellitian Hukuml, MLataram l: MLataram l Univelrsity Prelss, halamlan 

26. 
8 Iblid., halam lan 56. 
9 Jonaeldi ELfelndi & Johnny Iblrahim l, Op.cit., halam lan 145-146. 

 



13 
 

 

a. Data yang blelrsumlblelr dari hukuml islaml yaitu Al-Qur’an dan Hadist 

(Sunah Rasul). Data yang blelrsumlblelr dari hukuml Islaml telrselblut lazim l 

pula diselblutkan selblagai data kelwahyuan. BLahwa dalaml pelnellitian ini 

pelnulis mlelncatumlka blarupa ayat Al-Qur’an selblagai dasar mlelngkaji, 

mlelnganalisis dan mlelnjawabl pelrmlasalahn yang akan ditelliti. 

b. Data Primlelr 

Data primlelr yang pelnulis gunakan dalaml pelnulisan skripsi ini 

antara lain selblagai blelrikut: 

1) Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana (KUHP) 

2) Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana M Lilitelr (KUHPML) 

3) Rancangan Undang-Undang Hukuml Pidana (RKUHP) 

4) Kitabl Undang-Undang Hukuml Acara Pidana (KUHAP) 

5) Undang-Undang Nomlor 31 Tahun 1997 Telntang Pelradilan 

M Lilitelr 

6) Undang-Undang Nomlor 34 Tahun 2004 Telntang Telntara 

Nasional Indonelsia 

7) Undang-Undang Nomlor 25 Tahun 2014 Telntang Hukuml 

Disiplin M Lilitelr. 

8)  Putusan Nomlor 67 K/M Lil/2021. 

c. Data Selkundelr  

Adapun data selkundelr yang pelnulis gunakan dalaml pelnulisan 

skripsi ini yaitu hal-hal yang rellelvan delngan mlatelri yang akan pelnulis 
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blahas dalaml pelnellitian ini selpelrti bluku-bluku, jurnal, artikell, hasil 

pelnellitian telrdahulu, dan karya ilmliah. 

d. Data Telrsielr 

Data telrsielr yaitu blahan hukuml yang mlelmlblelrikan suatu 

pelnjellasan telrhadap blahan hukuml primlelr dan selkundelr blelrupa: kamlus 

hukuml, elnsiklopeldia hukuml, bluah pikiran hukuml, intelrnelt dan 

lainnya untuk mlelnjellaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. 

5. Alat Pelngumlpul Data 

Dalaml pelnellitian ini, data yang digunakan  dalaml pelnulisan skripsi ini 

yaitu mlellalui studi kelpustakaan (liblrary relselarch) yakni delngan cara 

mlelncari, mlelngumlpulkan dan mlelmlblaca pelraturan pelrundang-undangan, bluku, 

bluku, jurnal hukuml, artikell dan relfelnsi lainnya yang blelrkaitan delngan mlatelri 

pelnellitian ini blaik selcara offlinel delngan mlelngunjungi toko-toko bluku atau 

kelpustakaan mlaupun selcara onlinel delngan cara selarching mlellalui mleldia 

intelrnelt. 

6. Analisis Data 

Adapun telknik analisis data yang digunakan dalaml mlelngellola dan 

mlelnganalisis data yaitu analisis kualitatif. Selblagai blagian dari prosels analisis 

data kualitatif yang digunakan dalaml pelnellitian ini, telori-telori, asas-asas, 

mlormla-normla, doktrin,  pasal-pasal dan undang-undang yang rellelvan delngan 

mlasalah yang dipilih untuk mlelnganalisis data selcara sitelmlatis selhingga dapat 

dihasilkan pelnilaian telrtelntu yang rellelvan delngan mlasalah yang akan diblahas 

dalaml pelnellitian ini.  
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BLABL II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pelngelrtian Putusan Hakiml 

Ada blelblelrapa pandangan doktrin dan pelngelrtian putusan hakiml yang 

dikelmlukakan blelblelrapa ahli antara lain: 

1. Dalaml Pasal 1 blutir 11 Kitabl Undang-Undang Hukuml Acara Pidana 

diselblutkan blahwa Putusan hakiml (putusan pelngadilan) adalah pelrnyataan 

hakiml yang diucapkan dalaml  sidang pelngadilan telrb luka, yang dapat 

blelrupa pelmlidanaan atau blelblas atau lelpas dari selgala tuntutan hukum l 

dalaml hal selrta mlelnurut cara yang diatur dalaml Undang-Undang ini. 

2. M Lelnurut keltelntuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomlor 48 Tahun 

2009 telntang Pokok Kelkuasaan Kelhakimlan Putusan diamlblil blelrdasarkan 

sidang mlusyawaratan yang rahasia. 

3. M Lelnurut Sudikno M Lelrtokusumlo yang dimlaksud delngan putusan hakim l 

adalah suatu pelrnyataan yang olelh hakiml, selblagai peljablat yang diblelri 

welwelnang itu, diucapkan di pelrsidangan dan blelrtujuan mlelngakhiri atau 

mlelnyellelsaikan suatu pelrkara atau selngkelta antara para pihak.10 

4. M Lelnurut Rublini & Chaidir Ali, Putusan hakiml ialah suatu akta pelnutup 

yang blelrasal dari suatu upaya kasus dan putusan hakiml itu diselblut vonis 

dari hakiml yang mlelmluat kelsimlpulan dari selblabl akiblat suatu pelrkara.11 

 
10 Sudikno MLelrtokusumlo, 1998, Hukuml Acara Pelrdata Indonelsia, Yogyakarta: Liblelrty, 

halam lan 174. 
11 Rublini dan Chaidir Ali, 1974, Pelngantar Hukuml Acara Pelrdata, BLandung: Alumlni, halamlan 

105. 
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5. M Lelnurut MLurti Arto, Putusan ialah pelrnyataan hakiml yang dituangkan 

dalaml blelntuk telrtulis selrta diucapkan olelh hakiml dalaml sidang telrbluka 

untuk umluml, selblagai hasil dari pelmlelriksaan pelrkara gugatan 

(kontelntius).12 

Dari blelblelrapa artian dari putusan hakiml diatas, dapat disimlpulkan blahwa 

putusan hakiml ialah selbluah tindakan atau pelrnyataan olelh hakiml di dalaml 

pelrsidangan selblagai peljablat nelgara yang blelrwelnang, untuk mlelngatakan atau 

mlelngakhiri ataupun mlellakukan pelnyellelsaian selbluah pelrkara atau selngkelta antara 

para pihak. 

Indelpelndelnsi hakiml dalaml mlelmlutus pelrkara dijellaskan dalaml Al-M Laidah 

Ayat 48:  

 

Artinya: "Kamli tellah mlelnurunkan kitabl suci (Al-Qur'an) kelpadamlu (Nabli 

M Luhamlmlad) delngan (mlelmlblawa) kelblelnaran selblagai pelmlblelnar kitabl-kitabl yang 

 
12 MLurti Arto, 1996, Praktelk Pelrkara Pelrdata Pada Pelngadilan Agamla, Yogyakarta: Pustaka 

Pellajar, halam lan 168. 
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diturunkan selblellumlnya dan selblagai pelnjaganya (acuan kelblelnaran telrhadapnya). 

M Laka, putuskanlah (pelrkara) mlelrelka mlelnurut aturan yang diturunkan Allah dan 

janganlah elngkau mlelngikuti hawa nafsu mlelrelka delngan (mlelninggalkan) 

kelblelnaran yang tellah datang kelpadamlu. Untuk seltiap umlat di antara kamlu Kamli 

blelrikan aturan dan jalan yang telrang. Selandainya Allah mlelnghelndaki, niscaya Dia 

mlelnjadikanmlu satu umlat (saja). Akan teltapi, Allah helndak mlelngujimlu telntang 

karunia yang tellah Dia anugelrahkan kelpadamlu. M Laka, blelrlomlbla-lomlblalah dalaml 

blelrbluat kelblaikan. Hanya kelpada Allah kamlu selmlua kelmlblali, lalu Dia 

mlelmlblelritahukan kelpadamlu apa yang sellamla ini kamlu pelrsellisihkan”. 

B. Tinjauan Telntang Pellaku Tindak Pidana 

1. Pelngelrtian Pellaku 

Yang dapat dikualifikasikan selblagai pellaku keljahatan untuk dapat 

dikatelgorikan selblagai pellaku adalah mlelrelka yang tellah diteltapkan selblagai 

pellanggar hukuml olelh pelngadilan. Pellaku mlelrupakan salah satu obljelk dari 

krimlinologi. Obljelk pelnellitian krimlinologi telntang pellaku adalah telntang 

mlelrelka yang tellah mlellakukan keljahatan, dan delngan pelnellitian telrselblut 

diharapkan dapat mlelngukur tingkat kelsadaran mlasyarakat telrhadap hukuml 

yang blelrlaku delngan mluaranya adalah kelblijakan hukuml pidana blaru.13 

Golongan pellaku tindak pidana mlelnurut Kitabl Undang-Undang 

Hukuml Pidana (KUHP) yaitu: 

a. Pellaku (plelngelr) mlelrupakan orang yang mlellakukan pelrbluatannya 

selndiri yang mlana pelrbluatannya telrselblut mlelmlelnuhi pelrumlusan dellik. 

 
13 Wahyu Widodo, 2015, Krimlinologi dan Hukuml Pidana, Selmlarang: Univ.PGRI Selmlarang 

Prelss, halam lan 10. 
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Selcara formlil pelmlbluat pellaksananya adalah siapa orang yang 

mlellakukan dan mlelnyellelsaikan pelrbluatan telrlarang. Selcara mlatelriil 

pellakunya mlelrupakan pelrbluatan yang dilakukan olelh selselorang dapat 

mlelnimlblulkan akiblat yang dilarang undang-undang. 

b. Yang M Lelnyuruh M Lellakukan (doelnplelngelr), Doelnplelngelr dalaml 

mlellakukan pelrbluatan mlelnggunakan pelrantara orang lain, dan yang 

digunakan selblagai pelrantara telrselblut di mluka hukuml tidak dapat 

dimlintai pelrtanggungjawablan.   

c. Orang Yang Turut Selrta (mleldelplelngelr), MLeldelplelngelr mlelrupakan 

orang yang delngan selngaja ikut selrta mlellakukan suatu pelrbluatan. 

d. Pelnganjur (uitlokkelr), orang yang mlelnggelrakkan orang lain untuk 

mlellakukan suatu pelrbluatan. Dalaml praktiknya pelnganjur blelrblelda 

delngan orang yang mlelnyuruh mlellakukan. Pelngganjur mlelnggelrakkan 

orang lain mlelnggunakan sarana yang ditelntukan olelh undang-undang 

selcara limlitatif seldangkan mlelnyuruh mlellakukan mlelnggelrakkan orang 

lain mlelnggunakan sarana yang tidak ditelntukan. Pada hal pelnganjuran 

yang mlelnjadi pelmlbluat mlatelriell dapat dimlinta pelrtanggungjawablan 

seldangkan pada yang mlelnyuruh mlellakukan tidak dapat dimlintai 

pelrtanggungjwab lan. 

e. Pelmlblantu (m leldelplichtigel), pelrbleldaan pelmlblantu pada saat 

dilakukannya keljahatan dan pelmlblantu selblelluml dilaksanakannya 

keljahatan telrdapat pada pelmlblantu selblelluml dilaksanakannya keljahatan 
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dapat mlelmlblelrikan blantuan mlellalui cara-cara delngan mlelmlblelri 

kelselmlpatan, mlelmlblelri sarana, mlelmlblelri keltelrangan.14 

Selblagai pihak yang mlellakukan pelrbluatan keljahatan, pellaku dianggap 

selblagai orang mlelnimlblulkan kelrugian blagi korblan, kelluarga korblan, dan 

mlasyarakat. Walaupun delmlikian, pellaku juga turut mlelngalamli damlpak dari 

pelrbluatan jahat yang dilakukannya. Selcara hukuml damlpak yang dirasakan 

olelh pellaku adalah diblelri sanksi pidana. Pelnjatuhan pidana telrselblut 

mlelnyelblablkan pellaku akan hidup telrpisah delngan kelluarganya, dan tidak 

dapat mlellakukan blelblelrapa hal yang selblellumlnya bliasa dilakukannya.15 

2. Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana pada hakikatnya mlelrupakan istilah yang blelrasal 

dari telrjelmlahan kata Strafblaar felit dalaml blahasa BLellanda, kadang-kadang 

juga dellict yang blelrasal dari  blahasa latin dellictum l. Karelna Kitabl Undang-

Undang Hukuml Pidana (KUHP) Indonelsia blelrsumlblelr pada Weltbloelk van 

Strafrelcht (WvS) BLellanda, istilah aslinya pun samla, yaitu strafblaar felit. 

Tindak pidana mlelrupakan pelrbluatan yang olelh pelraturan pelrundang-

undangan diancaml delngan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk 

dinyatakan selblagai tindak pidana, suatu pelrbluatan yang diancaml delngan 

sanksi pidana dan/atau tindakan olelh pelraturan pelrundang-undangan harus 

blelrsifat mlellawan hukuml atau blelrtelntangan delngan hukuml yang hidup dalam l 

 
14Kurniati.”GolonganPellakuTindakPidana”.https://www.scribld.com l/documlelnt/494642465/GO

LONGAN-PELLAKU-TINDAK-PIDANA. diaksels  pada 15 Felbluari 2024 pukul 21.15 Wibl. 
15 Nursariani Sim latupang dan Faisal, 2017, Krimlinologi (Suatu Pelngantar), MLeldan: CV. 

Pustaka Prim la, halamlan 136. 

https://www.scribd.com/document/494642465/GOLONGAN-PELAKU-TINDAK-PIDANA
https://www.scribd.com/document/494642465/GOLONGAN-PELAKU-TINDAK-PIDANA
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mlasyarakat. Seltiap tindak pidana sellalu blelrsifat mlellawan hukuml yang hidup 

dalaml mlasyarakat.16 

Tindak pidana adalah pelrbluatan yang mlellanggar larangan yang diatur 

olelh aturan hukuml yang diancaml delngan sanksi pidana. BLelb lelrapa ahli hukum l 

mlelngelmlukakan delfinisi telntang tindak pidana (strafblaar felit) diantarannya 

yaitu delfinisi Simlons yang mlelrumluskan pelngelrtian tindak pidana (strafblaar 

felit) yaitu, tindakan mlellanggar hukuml yang tellah dilakukan delngan selngaja 

olelh selselorang yang dapat dipelrtanggungjawablkan  atas tindakannya dan 

yang olelh undang-undang tellah dinyatakan selblagai suatu tindakan yang dapat 

dihukuml.17 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Telori hukuml pidana mlelngelnal dua pelndirian telntang pelngelrtian dan 

unsur-unsur tindak pidana. Pelndirian pelrtamla dikelnal delngan selblagai 

pelndirian atau aliran mlonistis, seldangkan pelndirian atau aliran keldua adalah 

pelndirian atau aliran dualistis. 

D. Simlons mlelmlbleldakan unsur-unsur tindak pidana mlelnjadi unsur 

obljelktif dan unsur subljelktif. Unsur obljelktif dalaml tindak pidana mlelliputi: 

a. pelrbluatan orang; 

b. akiblat yang kellihatan dari pelrbluatan itu; 

c. mlungkin ada keladaan telrtelntu yang mlelnyelrtai pelrbluatan itu, selpelrti di 

mluka umluml (opelnblaar) pada Pasal 181 KUHP. 

 
16 Alvi Syahrin, MLartono Anggusti dan Abldul Aziz Salsa, 2023, Dasar-Dasar Hukuml Pidana 

Suatu Pelngantar, MLeldan: CV. MLelrdelka Krelasi Group, halam lan 99. 
17 Simlons dalam l Tofik Yanuar Chandra, 2022,  Hukuml Pidana, Jakarta: PT. Sangir MLulti 

Usaha, halam lan 43. 
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Selmlelntara itu, unsur subljelktif dalaml tindak pidana itu mlelncakup: 

a. orang yang mlamlpu blelrtanggungjawabl; 

b. adanya kelsalahan (dolus atau culpa).18 

Seltiap tindak pidana yang telrdapat di dalaml Kitabl Undang-Undangg 

Hukuml Pidana itu pada umlumlnya dapat dijablarkan mlelnjadi dua unsur yakni 

Unsur-unsur subljelktif dan unsur-unsur obljelktif. Yang dimlaksud delngan unsur 

subljelktif itu adalah unsur yang mlellelkat pada diri si pellaku atau yang 

blelrhublungan delngan diri si pellaku, dan telrmlasuk didalamlnya, yaitu selgala 

selsuatu yang telrkandung di dalaml hatinya. Seldangkan yang dimlaksud delngan 

unsur obljelktif adalah unsur yang hublungannya delngan keladaan, yaitu di 

dalaml keladaan mlana tindakan dari si pellaku itu harus dilakuka. Unsur 

subljelktif dari suatu tindak pidana yaitu: 

a. kelselnganjaan atau keltidakselngajaan (dolus atau culpa); 

b. mlaksud (vrelss) pada suatu pelrcoblaan (poging) selpelrti di dalaml Pasal 

53 Ayat (1) KUHP; 

c. mlelcaml-mlacaml mlaksud (oogmlelrk) mlisalnya telrdapat  di dalaml 

keljahatan-keljahatan pelncurian, pelnipuan, pelmlelrasan, pelmlalsuan dan 

lain-lain; 

d. mlelrelncanakan telrlelblih dahulu (voorbleldachtel raad) mlisalnya telrdapat 

di dalaml keljahatan pelmlblunuhan mlelnurut Pasal 340 KUHP; 

e. pelrasaan takut (vrelss) mlisalnya telrdapat di dalaml rumlusan tindak 

pidana mlelnurut Pasal 308 KUHP. 

 
18 Iblid., halamlan 43-44. 
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Unsur obljelktif dari selsuatu tindak pidana yaitu: 

a. sifat mlellanggar hukuml (weldelrrelchtellijkhelid); 

b. kualitas dari si pellaku, mlisalnya “keladaan selblagai selorang pelgawai 

nelgelri” di dalaml keljahatan jablatan mlelnurut Pasal 415 KUHP atau 

“keladaan selblagai pelngurus atau komlisaris dari suatu pelrselroan 

telrblatas” di dalaml keljahatan mlelnurut pasal 398 KUHP.19 

4. Jelnis Tindak Pidana 

Tindak pidana yang ada dalaml Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana 

(KUHP) selcara umluml diblagi mlelnajdi dua yaitu: 

a. Relchtdellicteln atau MLisdrijveln (Keljahatan) dalaml BLuku I KUHP Jelnis 

pelrbluatan pidana ini diselblut juga delngan MLala in sel artinya pelrbluatan 

telrselblut mlelrupakan pelrbluatan jahat karelna sifat pelrbluatan telrselblut 

mlelmlang jahat. Pelrbluatan yang digolongkan dalaml keljahatan ada pada 

Pasal 104 samlpai Pasal 488 KUHP. 

b. Ovelrtreldingeln (Pellanggaran) dalaml BLuku II KUHP 

Jelnis pelrbluatan pidana ini diselblut juga delngan MLala Prohiblita atau 

MLaluml Prohiblitium l Crim lels artinya pelrbluatan pellanggaran ini 

dianggap selblagai tindak pidana karelna undang-undang mlelnghelndaki 

delmlikian. Pelrbluatan yang digolongkan dalaml pellanggaran ada pada 

Pasal 489 samlpai Pasal 569 KUHP.20 

 
19 P.A.F. Lam lintang dan Franciscus Thelojunior Lam lintang, 2014, Dasar-Dasar Hukuml 

Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, halam lan 192-193. 
20 Faisal Riza, 2020, Hukuml Pidana Telori Dasar, Delpok: PT. Rajawali BLuana Pusaka, halam lan 

42-43. 

 



23 
 

 

Sellain dua jelnis dellik telrselblut, dalaml ilmlu hukuml pidana mlasih 

telrdapat jelnis dellik lainnya, yaitu: 

a. Form lelell Dellict dan MLeltrielell Dellict 

Dellik formlal (form lelellel Dellicteln) ialah rumlusan undang-undang yang 

mlelnitikblelratkan kellakuan (pelrbluatan) yang dilarang dan diancaml olelh 

undang-undang. M Lisalnya Pasal 362 KUHP telntang pelncurian. Dellik 

mlatelriell (mlatrielell dellict) ialah rumlusan undang-undang yang 

mlelnitikblelratkan pada akiblat yang dilarang dan diancaml delngan 

pidana olelh undang-undang. M Lisalnya Pasal 338 KUHP telntang 

pelmlblunuhan. Dalaml pasal ini tidak dinyatakan pelrbluatan apa yang 

dilakukan, teltapi hanya akiblatnya (mlatinya orang lain) yang dilarang. 

Karelna Pasal 338 KUHP mlelnghelndaki akiblat dari suatu pelrbluatan 

mlelngingat pasal ini dirumluskan selcara mlatelriell. 

b. Dellicta com lmlissionis, Dellicta Om lisionis dan Dellicta Com lm lissionis 

pelr Omlissionelml Com lm lissa 

Dellik blelrupa pellanggaran telrhadap larangan dalaml undang-undang 

diselblut Dellicta Com lm lissionis mlisalnya Pasal 212, 263, 285 dan 362 

KUHP, seldangkan Dellicta Om lisionis mlelrupakan dellik pellanggaran 

telrhadap kelharusan mlelnurut undang-undang, mlisalnya 217, 218, 224, 

397 angka (4) KUHP. 

Dellicta Com lmlissionis pelr om lissionelm l comlmlissa adalah dellik 

telrhadap suatu larangan dalaml undang-undang yang dapat telrjadi 

tanpa orang tellah mlellakukan suatu tindakan. 
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c. Yang dilakukan delngan selngaja (dolus) dalaml undang-undang juga 

mlelnggunakan istilah “opzelttellijk”. Salah satu contoh mlisalnya dalam l 

dellik Dellik selngaja (Dolelusel Dellicteln) dan Dellik Kellalaian (Culpose l 

Dellicteln) 

Dellik dolus ialah dellik selngaja Pasal 338 KUHP (delngan selngaja 

mlelramlpas nyawa orang lain), dan Pasal 351 KUHP (delngan selngaja 

mlelnganiaya). 

Sellain ada dellik selngaja, ada pula dellik kellalaian atau dellik culpa. 

Dellik kellalaian dilakukan karelna salahnya atau lalainya. Pelrbluatan 

kellalaian ini bliasanya dilakukan tidak blelrhati-hati atau seltidaknya 

selpatutnya diduga. M Lisalnya kurang hati-hati mlelnyblablkan mlatinya 

orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP). 

d. Dellik umluml adalah dellik yang dapat dilakukan olelh siapa saja dan 

diblelrlakukan selcara umluml. Contoh pelnelrapan dellik keljahatan dalaml 

bluku II KUHP, mlisalnya dellik pelmlblunuhan Pasal 338 KUHP. 

e. Dellik khusus atau Tindak Pidana Khusus hanya dapat dilakukan olelh 

orang telrtelntu dalaml kualitas telrtelntu, mlisalnya tindak pidana korupsi, 

elkonomli, narkotika, pelrdagangan orang dan lain-lain. 

f. Dellik bliasa adalah dellik yang telrjadi pada pelrbluatan yang tidak pelrlu 

ada pelngaduan telrhadapnya, teltapi hanya ada laporan saja atau karelna 

kelwajiblan aparat nelgara untuk mlellakukan tindakan telrhadap 

pelrbluatan itu. 
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g. Dellik aduan adalah dellik yang hanya dapat dilakukan pelnuntutan 

apablila ada pelngaduan dari pihak yang mlelrasa dirugikan (korblan 

langsung). Contoh: Pasal 367 KUHP telntang pelncurian kelluarga, 

Pasal 310 KUHP telntang pelnghinaan, Pasal 284 KUHP telntang 

pelrzinahan. 

h. Zellfstanding Dellict (Dellik BLelrdiri Selndiri) adalah dellik yang telrjadi 

hanya satu pelrbluatan saja tanpa ada kellanjutan pelrbluatan telrselblut dan 

tidak ada pelrbluatan lain sellain pelrbluatan itu. Contoh: selselorang 

mlasuk dalaml rumlah langsung mlelmlblunuh, tidak mlelncuri dan tidak 

mlelmlpelrkosa. 

i. Voortgelzelttellijkel Handelling (Dellik BLelrlanjut) adalah suatu pelrbluatan 

yang dilakukan selcara blelrlanjut, selhingga harus dipandang selblagai 

satu pelrbluatan yang dilanjutkan.  

j. Dellik Politik adalah suatu dellik yang mlelnyelrang blaik organisasi 

mlaupun fungsi-fungsi nelgara dan juga hak-hak warga nelgara yang 

blelrsumlblelr dari situ. Tujuan dari dellik politik yang helndak dicapai 

yang telrcantuml dalaml BLabl I BLuku II selpelrti Pasal 107 KUHP.21 

C. Tinjauan Telntang Pelncab lulan Selsamla Jelnis 

1. Konselp Pelncablulan Selsamla Jelnis 

Pelncablulan adalah pelrbluatan yang mlellanggar aturan dan eltika. 

Delngan jellas dikatakan dalaml Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana yang 

sellanjutnya diselblut KUHP, blahwa tindakan susila dikatelgorikan dalam l 

 
21 Iblid., halamlan 45-48. 
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pelrbluatan yang kelji, mlelnyangkut hal nafsu blirahi dan khalayak blisa 

mlelngatakan pelrbluatan pelncablulan telrselblut selblagai pelrbluatan asusila yang 

tellang mlellanggar pelraturan undang-undang pada KUHP pasal 289, 290, 292, 

293, 294, 295, 296.22 Pelncablulan selsamla jelnis adalah tindakan kelkelrasan atau 

pellelcelhan selksual yang dilakukan olelh selselorang telrhadap orang lain yang 

blelrjelnis kellamlin samla. Tindakan ini telrmlasuk dalaml katelgori keljahatan 

selksual yang mlana pellaku mlellakukan tindakan tidak selnonoh atau mlelmlaksa 

korblannya untuk mlellakukan aktivitas selksual yang tidak diinginkan. 

Pelncablulan ini dapat mlelncakup blelrblagai blelntuk kontak fisik atau tindakan 

selksual yang tidak pantas yang dilakukan tanpa pelrseltujuan atau delngan 

paksaan. 

Selblellumlnya, blelluml ada pelraturan pelrundang-undangan yang 

mlelngatur langsung pelrbluatan kelsusilaan selsamla jelnis, selpelrti contoh dalam l 

KUHP pasal 292 KUHP mlelnyelblutkan blahwa telntang pelrbluatan cablul delngan 

orang yang blelluml delwasa tapi dilakukan delngan selsamla jelnis. Seldangkan di 

dalaml pasal 281 kel-1 KUHP mlelnyatakan, blarang siapa delngan selngaja dan 

telrbluka mlellanggar kelsusilaan diancaml delngan pidana pelnjara paling lamla 

dua tahun dellapan blulan atau delnda paling blanyak Rp. 500.000. Dalaml pasal 

ini hanya mlelnyelblut ‟blarang siapa delngan selngaja mlellanggar kelsusilaan”, 

tidak mlelnyatakan dellik dimlana orang yang mlellakukan tindak kelsusilaan 

adalah selsamla jelnis atau homloselxsual. 

 
22 Inggrid Shelrly MLellvindi (2022). “Analisis Viktim lologi Korblan Pelncablulan Selsam la Jelnis 

Telrhadap Anak”. Citra Justicia, Vol.23  No.2, halam lan 71. 



27 
 

 

Namlun selkarang sudah ada Pelngaturan hukuml pidana mlelngelnai 

homloselksualitas ini tellah diatur dalaml Undang-Undang Nomlor 1 Tahun 2023 

telntang Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana (LelmlblaranNelgara Relpubllik 

Indonelsia Tahun 2023 Nomlor 1, Tamlblahan Lelmlblaran Nelgara Relpubllik 

Indonelsia Nomlor 2726) yang sellanjutnya diselblut delngan UU No 1 Tahun 

2023. Subljelk hukuml dari pelncablulan adalah orang delwasa yang mlelncabluli 

orang lain selsamla kellamlin, yakni orang yang dicablulinya dikeltahui atau 

diduganya blelluml delwasa. M Lasalah hukuml mlelngelnai pelrbluatan cablul yang 

dilakukan olelh pasangan selsamla jelnis, dapat kita lihat di KUHP mlaupun UU 

No 1 Tahun 2023.23 

Dari hal telrselblut yang diinginkan mlasyarakat kelpada pelmlelrintah ialah 

untuk tidak mlellelgalisasi pelrbluatan homloselksual mlaupun juga pelncablulan 

selsamla jelnis, karelna mlellihat blelgitu mlaraknya praktik hublungan selks selsamla 

jelnis yang dilakukan di Indonelsia. Krimlinalisasi pelrblutan cablul yang 

dilakukan olelh pasangan selsamla jelnis sellain dapat diblangun argumlelntasi 

selcara yuridis, teloritis, dan sosiologis mlaka blisa diblangun konselp pelngaturan 

telrhadap normla hukuml pidana yang akan mlelngkrimlinalisasi pelrbluatan 

telrselblut. Paling tidak konselp pelngaturan itu harus mlelmlpelrhatikan jiwa atau 

selmlangat blangsa, konselp pelngaturan di nelgara lain selblagai pelrblandingan 

yang dapat mlelmlpelrkaya khazanah blelntuk pelngaruran idelal, mlelncelrmlati 

 
23 Lola Felblriani & MLuridah Isnawati. (2023). “Pelrtanggungjawablan Pidana Pellaku Tindak 

Pidana Pelncablulan Selsam la Jelnis dalaml KUHP Nasional”. Pagaruyuang Law Journal, Vol.7 No.1, 

halam lan 246-247. 
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subljelk hukuml yang akan di atur, dan mlelncelrmlati pelrbluatan yang akan diatur 

dan dijadikan selblagai tindak pidana.24 

Pandangan Al-Qur’an Pelrihal Gay: 

Allah SWT juga telgas mlelnyelblutkan dalaml Al-Qur’an jika 

homloselksual adalah pelrbluatan faahisyah (kelji). Selblagaimlana Allah tellah 

mlelnjellaskan dalaml QS. Al-A’raf ayat 80-81 : 

  

Artinya: Dan (Kamli juga tellah mlelngutus) Luth, keltika dia blelrkata kelpada 

kaumlnya.“M Lelngapa kamlu mlellakukan pelrbluatan kelji, yang blelluml pelrnah 

dilakukan olelh selorang pun selblelluml kamlu (di dunia ini).(80). Sungguh, kamlu 

tellah mlellamlpiaskan syahwatmlu kelpada selsamla lellaki blukan kelpada 

pelrelmlpuan. Kamlu blelnar-blelnar kauml yang mlellamlpaui blatas.”(81). 

D. Tinjauan Telntang LGBLT 

LGBLT adalah akroniml dari "lelsblian, gay, bliselksual, dan transgelndelr". 

Istilah ini digunakan selmlelnjak tahun 1990-an dan mlelnggantikan frasa "komlunitas 

gay" karelna istilah ini lelblih mlelwakili kellomlpok-kellomlpok yang tellah diselblutkan. 

Akroniml ini dibluat delngan tujuan untuk mlelnelkankan kelanelkaragamlan "bludaya 

yang blelrdasarkan orielntasi selksual selrta idelntitas selksualitas dan gelndelr". 

Kadang-kadang istilah LGBLT digunakan untuk selmlua orang yang tidak 

heltelroselksual, blukan hanya homloselksual, bliselksual, atau transgelndelr. M Laka dari 

 
24 Riswan ELrfa. (2015). “Krim linalisasi Pelrbluatan Cablul Yang Dilakukan Olelh Pasangan 

Selsamla Jelnis Kellam lin (Hom loselksual”. Arelna Hukum l, Vol.8 No.2, halam lan 20. 
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itu, selring kali huruf Q ditamlblahkan agar quelelr dan orang-orang yang mlasih 

mlelmlpelrtanyakan idelntitas selksual mlelrelka juga telrwakili (contoh. "LGBLTQ" atau 

"GLBLTQ", telrcatat selmlelnjak tahun 1996). Istilah LGBLT sangat b lanyak digunakan 

untuk pelnunjukkan diri. Istilah ini juga digunakan olelh mlayoritas komlunitas dan 

mleldia yang blelrblasis idelntitas selksualitas dan gelndelr di Amlelrika Selrikat dan 

blelblelrapa nelgara blelrblahasa Inggris lainnya.25 

Homloselksualitas ialah keladaan telrtarik pada orang yang blelrjelnis kellamlin 

samla. Homloselksual mlelrupakan mlasalah globlal dan mlodelrn selkarang ini, gaya 

hidup atau lifel stylel mlelrupakan hal yang sangat pelnting dan kelrap mlelnjadi ajang 

untuk mlelnunjukkan idelntitas diri. Homloselksual sudah mlelnjadi suatu felnomlelna 

yang blanyak diblicarakan di dalaml mlasyarakat, blaik diblelrblagai nelgara mlaupun di 

Indonelsia. Di Indonelsia selndiri homloselksual mlasih mlelnjadi suatu felnomlelna 

selksual yang tidak laziml dan dianggap anelh olelh selblagian mlasyarakat.26 

Kelhadiran kauml lelsblian, gay, bliselksual, dan transgelndelr (LGBLT) mlelnjadi 

isu yang blanyak dipelrblincangkan di telngah mlasyarakat Indonelsia delngan 

mlaraknya promlosi atau iklan kauml LGBLT di mleldia sosial. Pelrilaku selksual yang 

mlelnyimlpang mlasih mlelrupakan hal yang tablu blagi mlasyarakat Indonelsia yang 

blelrbludaya keltimluran, mlasyarakat mlasih kelntal dan mlelmlelgang telguh apa yang 

dinamlakan delngan ajaran mloral, eltika, dan agamla, selhingga pelrilaku selksual yang 

mlelnyimlpang telntu blukanlah felnomlelna yang dapat ditelrimla blelgitu saja. Pelrilaku 

selksual yang mlelnyimlpang itu selndiri, mluncul atas dasar orielntasi selksual yang 

mlelnyimlpang. Orielntasi selksual adalah kelcelndelrungan selselorang untuk 

mlelngarahkan rasa keltelrtarikan, romlantismlel, elmlosional, dan selksualnya kelpada 

 
25 LGBLT, https://id.ml.wikipeldia.org/wiki/LGBLT, diaksels pada 16 Felbluari 2024 pukul 20.35 

Wibl. 
26 Yudianto. (2016).  “Felnomlelna Lelsblian, Gay, BLiselksual dan Transgelndelr (LGBLT) di 

Indonelsia Selrta Upaya Pelncelgahannya”. NIZHAML, Vol.05 No.01, halam lan 64. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/LGBT
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pria, wanita, atau komlblinasi kelduanya. Pelrilaku selksual mlelyimlpang dilakukan 

olelh kellomlpok-kellomlpok orang yang mlelmliliki orielntasi selksual mlelnyimlpang, 

atau lelblih dikelnal delngan istilah kellomlpok LGBLT (Lelsblian, Gay, BLiselxual, dan 

Transgelndelr/Transselxual).27 

BLelrikut pelngelrtian-pelngelrtian mlelngelnai istilah atau singkatan mlelngelnai 

LGBLT: 

1. Lelsblian : lelsblian itu blelrarti selorang pelrelmlpuan yang mlelncintai atau 

mlelnyukai pelrelmlpuan, blaik dari selgi fisik ataupun dari selgi selksual dan 

juga spiritualnya, jadi mlelmlang hal ini sangatlah mlelnyimlpang. 

2. Gay : seldangkan gay selndiri adalah selorang laki-laki yang mlelnyukai dan 

juga mlelncintai laki-laki, dan kata-kata gay ini selring diselblutkan untuk 

mlelmlpelrjellas atau teltap mlelrujuk pada pelrilaku Homloselksual. 

3. BLiselxual : BLiselxual ini seldikit blelrblelda delngan keldua pelngelrtian diatas 

karelna orang bliselxual itu adalah orang yang blisa mlelmliliki hublungan 

elmlosional dan juga selksual dari dua jelnis kellamlin telrselblut jadi orang ini 

blisa mlelnjalin hublungan asmlara delngan laki-laki ataupun pelrelmlpuan. 

4. Transgelndelr : seldangkan untuk transgelndelr itu adalah keltidaksamlaan dari 

idelntitas gelndelr yang diblelrikan kelpada orang telrselblut delngan jelnis 

kellamlinnya, dan selorang transgelndelr blisa telrmlasuk dalaml orang yang 

homloselksual, bliselksual, atau juga heltelroselksual.28 

Kelblelradaan mlelrelka yang telrgolong LGBLT mlasih dipandang selblagai 

pelrilaku mlelnyimlpang olelh selblagian mlasyarakat, telrutamla mlellihat kelseldiaan 

mlelrelka telrhadap selsamla jelnis dan mlelndapat pelrlakuan yang samla dalaml 

 
27 Delstashya Wisna Diraya Putri. (2022). “LGBLT Dalam l Kajian Hak Asasi MLanusia di 

Indonelsia”. IPMLHI Law Journal, Vol.2 No.1, halam lan 90. 
28 Gunawan Salelh & MLuham lmlad Arif. (2017). “Pelrilaku LGBLT Dalaml Tinjauan Sosial”.  

LP2ML-UMLRI, Vol.2, halam lan 47-48. 
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pelmlblelntukannya selbluah kelluarga. Untuk itu diblelrikan pelmlahamlan mlelnyelluruh 

telntang hukuml dan normla-normla agamla, hal itu juga pelnting diblelrikan 

pelmlahamlan telntang blahayanya hublungan selsamla jelnis pelrgaulan atau pelrilaku 

selks mlelnyimlpang. Hal ini diselblablkan pada kelnyataan blahwa blagaimlanapun juga, 

hublungan selsamla jelnis yang telrjadi akan mlelmlblelrikan damlpak nelgatif pada 

gelnelrasi mluda blangsa. 

E. Tinjauan Telntang MLilitelr dan Pelradilan MLilitelr 

1. Pelngelrtian MLilitelr 

Pelngelrtian mlilitelr mlelnurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomlor 

34 Tahun 2004 telntang Telntara Nasional Indonelsia, MLilitelr adalah kelkuatan 

angkatan pelrang dari suatu nelgara yang diatur blelrdasarkan pelraturan 

Pelrundang-Undangan. Seldangkan mlelnurut Undang-Undang Nomlor 25 Tahun 

2014 Telntang Hukuml Disiplin M Lilitelr, M Lilitelr adalah anggota kelkuatan 

angkata pelrang suatu nelgara yang  diatur blelrdasarkan keltelntuan pelraturan 

Pelrundang-Undangan.  

M Lilitelr dapat diartikan selblagai warga nelgara yang olelh undang-

undang blelrtugas untuk mlelnjaga keldaulatan nelgara dan diblelrikan kelwelnangan 

untuk mlelmlelgang selnjata, anggota mlilitelr telrdiri dari telntara, prajurit siswa, 

prajurit mloblilisan dan orang sipil yang diblelrikan pangkat titulelr. MLilitelr 

selblagai organisasi kelnelgaraan mlelrupakan kelniscayaan karelna seltiap nelgara 

blelrkelpelntingan untuk mlelmlprotelksi dirinya dari seltiap ancamlan blaik yang 

datang dari dalaml mlaupun dari luar blelgelri. Seltiap nelgara juga 
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blelrkelpelntingan dalaml mlelmlblelrikan jamlinan rasa amlan dan damlai blagi 

kellangsungan hidup warga (blangsa)-nya.29 

Dalaml Pasal 47 Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana MLilitelr juga 

mlelmlblelrikan pelrluasan mlelngelnai pelngelrtian mlilitelr yaitu blarangsiapa yang 

mlelnurut kelnyataannya blelkelrja pada Angkatan Pelrang. Angkatan Pelrang 

Relpubllik Indonelsia adalah blagian yang tidak  telrpisahkan dari rakyat 

Indonelsia. Angkatan Pelrang Relpubllik Indonelsia telrdiri dari Telntara 

Angkatan Darat, Telntara Angkatan Laut dan Telntara Angkatan Udara. 

Keltiganya mlelmliliki tugas yang blelrblelda-blelda hal telselblut telrcantuml dalam l 

Pasal 8 samlpai delngan Pasal 10 Undang-Undang Nomlor 34 Tahun 2004 

telntang Telntara Nasional Indonelsia. 

2. Tugas dan Welwelnang Pelradilan MLilitelr 

Pelradilan mlilitelr adalah bladan yang mlellaksanakan kelkuasaan 

kelhakimlan di lingkungan TNI untuk mlelnelgakan hukuml dan keladilan. 

Pelngadilan mlilitelr tidak blelrpuncak dan tidak diawasi olelh mlarkas blelsar TNI, 

teltapi blelrpuncak dan diawasi olelh MLA RI.30 BLelrdasarkan Pasal 12 Undang-

undang Nomlor 31 tahun 1997 telntang Pelradilan M Lilitelr diselblutkan 

Pelngadilan dalaml lingkungan pelradilan mlilitelr telrdiri dari:  

a. Pelngadilan M Lilitelr;  

b. Pelngadilan M Lilitelr Tinggi;  

c. Pelngadilan M Lilitelr Utamla; dan 

 
29 S. Supriyatna. (2014). “MLelm lahamli Urgelnsi Pelradilan MLilitelr Dari Sudut Kelpelntingan 

Pelrtahanan Dan Kelam lanan Nelgara”. Jurnal Yuridis. Vol.1 No.2, halam lan 186. 
30 Slam lelt Sarwo ELdy. (2016). ”Indelpeldelnsi Sistelml Pelradilan MLilitelr di Indonelsia (Studi 

Telntang Struktur Pelradilan MLilitelr)”. Jurnal Hukum l dan Pelrdilan. Vol.1 No1, halamlan 1. 
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d. Pelngadilan M Lilitelr Pelrtelmlpuran. 

Sellanjutnya, blelrikut adalah tugas dan welwelnang dari mlasing-mlasing-

mlasing pelngadilan mlilitelr: 

a. Pelngadilan M Lilitelr 

Pelngadilan M Lilitelr blelrsidang untuk mlelmlelriksa dan mlelmlutus 

suatu pelrkara pidana pada tingkat pelrtamla delngan saru orang Hakim l 

Utamla, dua orang Hakiml Anggota dan satu orang Oditur M Lilitelr dan 

diblantu delngan satu Panitelra. Hakiml Keltua pada Pelngadilan MLilitelr 

paling relndah b lelrpangkat M Layor seldangkan Hakiml Anggota dan 

Oditur M Lilitelr paling relndah blelrpangkat Kapteln. Hakiml pada 

Pelngadilan M Lilitelr adalah peljablat yang mlellaksanakan kelkuasaan 

kelhakimlan pada Pelngadilan M Lilitelr dalaml Lingkungan Pelradilan 

M Lilitelr. Pelngadilan M Lilitelr blelrtugas untuk mlelmlelriksa dan mlelmlutus 

pelrkara pidana pada tingkat pelrtamla yang telrdakwanya adalah 

blelrpangkat kapteln kelblawah. 

b. Pelngadilan M Lilitelr Tinggi 

Pelngadilan M Lilitelr Tinggi blelrsidang untuk mlelmlelriksa dan 

mlelmlutus suatu pelrkara pidana delngan satu orang Hakiml Keltua, dua 

orang Hakiml Anggota, satu orang Oditur MLilitelr Tinggi dan diblantu 

olelh satu Panitelra. Hakiml Keltua pada Pelngadilan M Lilitelr Tinggi 

paling relndah blelrpangkat Kolonell seldangkan Hakiml Anggota dan 

Oditur M Lilitelr Tinggi paling relndah blelrpangkat Leltnan Kolonell. 

Pelngadilan M Lilitelr Tinggi blelrwelnang mlelmlelriksa dan mlelmlutus pada 
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tingkat pelrtamla telrhadap pelrkara tindak pidana yang telrdakwanya 

blelrpangkat mlayor kelatas dan mlelmlelriksa selrta mlelmlutus pelrkara pada 

tingkat blanding pelrkara pidana yang tellah diputus pada pelngadilan 

mlilitelr yang dimlintakan blanding. Pelngadian M Lilitelr Tinggi juga 

blelrwelnang untuk mlelmlelriksa dan mlelmlutus selngkelta tata usaha 

angkatan blelrselnjata. 

c. Pelngadilan M Lilitelr Utamla 

Pelngadilan M Lilitelr Utamla blelrkeldudukan di Iblukota Nelgara 

Relpubllik Indonelsia. Pelngadilan MLilitelr Utamla blelrsidang untuk 

mlelmlelriksa dan mlelmlutus pelrkara Tata Usaha Angkatan BLelrselnjata 

pada tingkat blanding delngan satu orang Hakiml Keltua, dua orang 

Hakiml Anggota yang diblantu satu orang Panitelra. Hakiml Keltua pada 

Pelngadilan M Lilitelr Utamla paling relndah blelrpangkat BLrigadir 

Jelndelral/Laksamlana Pelrtamla/M Larselkal Pelrtamla seldangkan Hakiml 

Anggota paling relndah blelrpangkat Kolonell. Pelngadilan M Lilitelr Utamla 

blelrwelnang mlelmlelriksa selrta mlelmlutus pelrkara tata usaha angkatan 

blelrselnjata yang tellah diputus pada tingkat I di Pelngadilan MLilitelr 

Tinggi dan dimlintakan blanding. 

d. Pelngadilan M Lilitelr Pelrtelmlpuran 

Pelngadilan M Lilitelr Pelrtelmlpuran blelrsidang untuk mlelmlelriksa 

dan mlelmlutus suatu pelrkara pidana delngan satu orang Hakiml Keltua, 

blelblelrapa Hakiml Anggota yang kelselluruhannya sellalu blelrjumllah 

ganjil, yang dihadiri olelh satu orang Oditur M Lilitelr/Oditur MLilitelr 
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Tinggi diblantu delngan satu orang Panitelra. Hakiml Keltua pada 

Pelngadilan M Lilitelr Pelrtelmlpuran paling relndah blelrpangkat Leltnan 

Kolonell, seldangkan Hakiml Anggota dan Oditur M Lilitelr paling relndah 

blelrpangkat MLayor. Apablila telrdakwa blelrpangkat Leltnan Kolonell 

mlaka Hakiml anggota dan Oditur paling relndah blelrpangkat seltingkat 

delngan pangkat telrdakwa yang diadili dan apablila telrdakwa 

blelrpangkat Kolonell dan/atau pelrwira tinggi, mlaka Hakiml Keltua, 

Hakiml Anggota dan Oditur M Lilitelr paling relndah blelrpangkat seltingkat 

delngan pangkat telrdakwa yang diadili.31 

 
31 Tugas dan Welwelnang Hakim l Pelradilan MLilitelr,  http://ditjelnmliltun.mlahkamlahagung.go.id, 

diaksels pada 19 Felbluari 2024 pukul 22.15 Wibl.  

http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
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BLABL III 

HASIL PELNELLITIAN DAN PELMLBLAHASAN 

 

A.  Pelngaturan Hukuml Telrhadap MLilitelr Yang MLellakukan Pelncablulan 

Selsamla Jelnis Di Indonelsia 

Pelngaturan hukuml di Indonelsia blelrpangku pada blelblelrapa sumlblelr hukuml. 

Sumlblelr hukuml Indonelsia adalah selgala selsuatu yang mlelmlliki sifat normlatif yang 

dapat dijadikan telmlpat blelrpijak blagi dan atau telmlpat mlelmlpelrolelh informlasi 

telntang sistelml hukuml yang b lelrlaku di Indonelsia.32 Selblellumlnya, dalaml TAP M LPR 

III/2000 diselblutkan sumlblelr hukuml adalah sumlblelr yang dijadikan blahan untuk 

mlelnyusun pelraturan pelrundang-undangan. Sumlblelr hukuml telrdiri dari sumlblelr 

hukuml telrtulis dan tidak telrtulis.  

Sumlblelr hukuml dibleldakan antara sumlblelr hukuml dalaml arti formlil dan 

sumlblelr hukuml dalaml arti mlatelriil. Sumlblelr hukuml formlil adalah blelrsifat 

opelrasional yang blelrhublungan langsung delngan pelnelrapan hukuml. Selmlelntara itu, 

sumlblelr hukuml mlatelriil adalah sumlblelr blelrasal dari sublstansi hukuml.33  

Sumlblelr hukuml formlil dapat diblagi mlelnjadi: 

1. Undang-Undang 

Undang-undang adalah pelraturan nelgara yang disusun olelh DPR 

dan Prelsideln selblagai lanjutan dari UUD 1945 yang blelrsifat mlelngikat dan 

 
32 Ilham li B Lisri, 2013, Sistelml Hukuml Indonelsia: Prinsip-Prinsip & Imlplelmlelntasi Hukuml di 

Indonelsia, Jakarta: Rajawali Pelrs, halam lan 6-7. 
33 Peltelr MLahm lud MLarzuki, 2015, Pelngantar Ilmlu Hukuml, ELdisi Relvisi, Jakarta: Prelnada MLeldia 

Group, halam lan 257. 
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harus dipatuhi. Undang-undang blelrpelran mlelngatur kelhidupan mlasyarakat 

untuk mlelncapai tujuan nelgara. 

2. Kelbliasaan  

Kelbliasaan adalah tindakan mlanusia yang dilakukan selcara 

blelrulang-ulang olelh mlasyarakat telrkait hal telrtelntu. Keltika kelbliasaan ini 

ditelrimla mlaka dianggap selblagai selsuatu yang selharusnya dilakukan dan 

jika telrjadi pelnyimlpangan dari kelbliasaan kelbliasaan telrselblut dianggap 

selblagai pellanggaran telrhadap hukuml yang blelrlaku dalaml mlasyarakat. 

Hukuml adat telrmlasuk dalaml katelgori hukuml kelbliasaan. 

3. Yurisprudelnsi  

Yurisprudelnsi mlelrupakan kumlpulan putusan hakiml yang telrdahulu 

dalaml mlelnangani pelrkara telrtelntu yang diatur dalaml undang-undang. 

Putusan ini kelmludian dijadikan peldomlan blagi hakiml lain untuk pelrkara 

yang samla. Yurisprudelnsi mluncul karelna adanya keltidakjellasan hukum l 

yang selblellumlnya sulit ditelrapkan selhingga haiml mlelmlblutuhkan acuan 

untuk mlelmlbluat kelputusan. 

4. Traktat  

Traktat adalah pelrjanjian antar nelgara yang dituangkan dalam l 

blelntuk relsmli dan mlelwajiblkan nelgara yang telrliblat untuk mlelmlatuhi isi 

pelrjanjian telrselblut. Selpelrti pelrjanjian pada umlumlnya, traktat mlelngikuti 

asas pacta sunt selrvana yang blelrarti selrtiap pelrjanjian harus ditaati. 

Traktat diblagi mlelnjadi tiga jelnia yaitu blilatelral, mlultilatelral, dan kolelktif. 
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5. Doktrin  

Doktrin adalah pelndapat yang dikelluarkan para ahli hukuml 

telrnamla dan selring dikutip olelh hakiml dalaml mlelmlbluat kelputusan. 

M Lelskipun pelnting, doktrin tidak mlelmliliki kelkuatan hukuml mlelngikat 

selpelrti undang-undang, blelrblelda delngan yurisprudelnsi yang mlelmliliki 

kelkuatan mlelngikat selpelrti undang-undang. 

Sumlblelr hukuml mlatelriil adalah faktor-faktor yang mlelmlblantu pelmlblelntukan 

hukuml, selpelrti: 

1. Hublungan sosial; 

2. Hublungan kelkuatan politik; 

3. Situasi sosial elkonomli; 

4. Tradisi; 

5. Hasil pelnellitian ilmliah; 

6. Pelrkelmlblangan intelrnasional; 

7. Keladaan gelografis; 

8. Keladilan mlasyarakat; 

9. Opini publlik; 

10. Seljarah; 

11. Sosiologi 

12. Filsafat. 

Hukuml pidana mlelmluat normla-normla yang blelrisi kelharusan-kelharusan 

dan larangan-larangan yang (olelh pelmlbluat undang-undang) tellah dikaitkan 

delngan suatu sanksi blelrupa hukumlan, yakni suatu pelndelritaan blelrsifat khusus. 
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Delngan delmlikian dapat pula hukuml pidana itu diartikan selblagai kelselluruhan 

pelraturan yang mlelngatur telntang: 1) tindak pidana; 2) pelrtanggungjawablan 

pidana; 3) pidana.34 

Fungsi hukuml pidana hamlpir samla delngan fungsi hukuml lain pada 

umlumlnya, disamlping selblagai kontrol sosial, juga blelrfungsi selblagai sarana untuk 

mlelngublah pelrilaku mlasyarakat selblagaimlana dikatakan olelh Roscoel Pound (laws 

as a tool of social elnginelelring). Fungsi hukuml selblagai sosial kontrol adalah 

mlelrupakan aspelk yuridis normlatif dari suatu kelhidupan sosial mlasyarakat atau 

dapat diselblut pelmlblelri delfinisi dari tingkah laku yang mlelnyimlpang selrta akiblat-

akiblatnya, selpelrti larangan, pelrintah, pelmlidanaan atau ganti kelrugian. Fungsi 

hukuml telrselblut mlelnamlpakan keltelrkaitan blila dihublungkan delngan kelblelradaan 

hukuml pidana yang pada dasarnya mlelliputi dan mlelngandung nilai-nilai kelamlanan 

dan keltelrtiblan selblagai tujuan langsung dari hukuml pidana yang mlutlak harus 

dicapai, kelsadaran warga mlasyarakat akan mlakna dan hakelkat hukuml yang 

kelmludian dapat mlelnjadi sumlblelr keladilan, keldamlaian, kelseljahtelraan rohaniah dan 

jasmlaniah, selblagai tujuan akhir hukuml pidana, kelselrasian antara 

keljasmlanian/aspelk lahir dan kelrohanian/aspelk blatin mlaupun kelblaruan dan 

kellelstarian harus dicapai dalaml mlelnelrapkan hukuml pidana.35 

Adapun tujuan hukuml pidana adalah untuk mlellindungi kelpelntingan orang 

pelrselorangan atau hak asasi mlanusia dan mlellindungi kelpelntingan mlasyarakat dan 

 
34 Diah Gustiniati dan BLudi Riski, 2018, Pelmlblaharuan Hukuml Pidana Indonelsia, BLandar 

Lam lpung: Puska MLeldia, halam lan 7. 
35 Putu Selkarwangi Saraswati. (2015). “Fungsi Pidana dalam l MLelnanggulangi Keljahatan”. 

Jurnal Advokasi, vol.5 No.2, halam lan 147-148. 
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nelgara delngan pelrtimlblangan yang selrasi dari keljahatan/tindakan telrcella di satu 

pihak dan dari tindakan pelnguasa yang selwelnang-welnang dilain pihak. 

Fungsi asas lelgalitas adalah untuk mlelnghindari kelselwelnang-welnangan 

pelnguasa dalaml mlelmlblawa selselorang kel pelngadilan. Artinya, selselorang dapat 

diadili jika telrblukti mlellakukan pelrbluatan yang dilarang olelh undang-undang. 

Sellain itu, pelnelrapan asas lelgalitas didasarkan pada fungsi asas lelgalitas untuk 

mlelnjamlin kelpastian hukuml (Relchtssichelrhelit). Hak-hak mlanusia selblagai individu 

blelnar-blelnar mlelnjadi faktor yang sangat pelnting untuk dipikirkan telrutamla pada 

saat mlelnghadapi prosels hukuml. BLelrlakunya asas lelgalitas dalaml pasal 1 ayat (1) 

KUHP selblelnarnya tidak mlutlak, karelna KUHP blukanlah undang-undang dasar 

mlellainkan kodifikasi hukuml pidana blellaka, dan di samlping itu pelmlbluat undang-

undang dapat mlelngublah undang-undang selwaktu-waktu jika dipelrlukan (DPR 

blelrsamla pelmlelrintah). Lain halnya jika asas lelgalitas yang tidak mludah diublah 

dituangkan dalaml konstitusi.36 

Untuk mlelngatasi tindak pidana umluml yang dillakukan olelh prajurit TNI 

dipelrlukan selgelra pelrublahan-pelrublahan dalaml KUHPM L yang mlelngatur telntang 

prajurit TNI selblagai subljelk hukuml pidana, selhingga mlelrelka dapat dimlintai 

pelrtanggungjawablan pidana selsuai delngan hukuml pidana umluml. Selblagaimlana 

relsumlel BLarda Nawawi Arielf, mlelngatakan selpanjang hukuml pidana mlatelriell untuk 

mlilitelr (KUHPM L) blelluml diublah, sulit untuk mlelngaplikasi idel atau “putusan 

politik” yang telrtuang dalaml TAP M LPR No. VII/2000, blahwa telrhadap “prajurit 

 
36 Pingkan Utari & Galih Pratam la Widya Saputri. (2024). “Fungsi Asas Lelgalitas Dalaml 

Kelhakim lan Untuk MLellakukan Pelnelmluan Hukum l”. Jurnal Fundam lelntal Justicel, Vol.5 No.1, 

halam lan 1. 
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TNI tunduk kelpada kelkuasaan pelradilan umluml dalaml hal pellanggaran hukuml 

pidana umluml”.37 

Seljalan delngan itu, untuk mlelnelrapkan hukuml pidana mlatelriil yang tellah 

diselblutkan, dipelrlukan pelmlblelntukan hukuml pidana formlil atau relvisi telrhadap 

UU Nomlor 31 Tahun 1997 telntang Pelradilan M Lilitelr. Hal ini pelnting agar 

pelradilaml pidana umluml blagi prajurit TNI diatur delngan blaik, selhingga prinsip 

ELquality BLelforel Thel Law “pelrsamlaan delrajat di hadapan hukuml” dapat telrcapai. 

Ini blelrtujuan untuk mlelnghilangkan kelsan blahwa mlilitelr adalah warga nelgara 

kellas satu (anak elmlas) di nelgara ini. 

Hukuml Disiplin Prajurit TNI sangat dipelrlukan mlelngingat mlelrelblaknya 

kasus-kasus kelkelrasan yang mlelliblatkan oknuml TNI yang tellah mlelnarik pelrhatian 

mlasyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kelkelrasan telrselblut mlelrupakan selbluah 

pellanggaran Hukuml Disiplin Prajurit TNI yang tellah mlelncidelrai institusi 

kelmlilitelran Indonelsia. Disiplin Prajurit TNI adalah keltaatan dan kelpatuhan yang 

sungguh-sungguh blagi seltiap prajurit TNI yang didukung olelh kelsadaran yang 

blelrselndikan Sapta M Larga dan Sumlpah Prajurit untuk mlelnunaikan tugas dan 

kelwajiblan selrta blelrsikap dan blelrpelrilaku selsuai delngan aturan-aturan atau tata 

kelhidupan prajurit TNI.38 

M Lelmlblelrikan sanksi pada prajurit yang mlellanggar blelrupa tindakan disiplin 

mlaupun hukumlan disiplin selblagaimlana yang diatur dalaml Undang-undang 

Nomlor 25 Tahun 2014 telntang Hukuml Disiplin M Lilitelr selblagai pelngganti 

 
37 BLarda Nawawi Arielf, 2011, Kapita Sellelkta Hukuml Pidana  telntang Sistelml Pelradilan Pidana 

Telrpadu. Selmlarang: BLadan Pelnelrblit Univelrsitas Diponelgoro, halam lan 67. 
38 BLam lblang Slamlelt ELko Sugistiyoko. (2017).  “Hukum l Disiplin Prajurit Telntara Nasioal 

Indonelsia/MLilitelr Pada Kom lando Distrik MLilitelr 0807/Tulungagung”. Jurnal Yustitiablelleln, Vol.3 

No.1, halamlan 8. 
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Undang-undang Nomlor 26 Tahun 1997 telntang Hukuml Disiplin Prajurit ABLRI. 

Undang-Undang Nomlor 25 Tahun 2014 mlelrupakan Lelgalitas dalaml pelnelgakan 

hukuml disiplin.  

Pelnyellelsaian pellanggaran hukuml disiplin mlilitelr mlelnurut Undang-Undang 

Nomlor 25 tahun 2014 telntang Hukuml Disiplin M Lilitelr dilakukan mlellalui tahapan 

Pelmlelriksaan; Pelnjatuhan Hukumlan Disiplin M Lilitelr; Pellaksanaan Hukumlan 

Disiplin MLilitelr; dan Pelncatatan dalaml bluku Hukumlan Disiplin M Lilitelr. Seltiap 

mlilitelr yang mlellakukan Pellanggaran Hukuml disiplin mlilitelr dikelnai tindakan 

disiplin mlilitelr; dan/atau hukumlan disiplin mlilitelr. Tindakan disiplin mlilitelr, 

diblelrlakukan olelh atasan blelrwelnang mlelngamlblil tindakan disiplin mlilitelr telrhadap 

seltiap blawahan yang mlellakukan pellanggaran hukuml disiplin mlilitelr. Tindakan 

disiplin mlilitelr diblelrikan selkeltika olelh seltiap Atasan kelpada blawahan blelrupa 

tindakan fisik dan/atau telguran lisan yang blelrsifat mlelndidik dan mlelncelgah 

telrulangnya pellanggaran hukuml disiplin mlilitelr.39  

Pada dasarnya KUHPML adalah kelteltapan hukuml yg mlangatur saorang 

anggota atau prajurit mlilitelr telntang pelrbluatan-pelrbluatan mlana yang mlelrupakan 

keljahatan atau pellanggaraan atau mlelrupakan larangan atau kaharusan dan 

diblelrikan hukumlan blrupa sanksi pidana telrhadap pellaku atau pellanggarnya. 

KUHPM L blukanlah suatu aturan hukuml yang mlelngatur normla, mlalainkan hanya 

selkadar mlangatur telntang keljahatan atau pellanggaran yang dilakukan olelh 

anggota atau prajurit TNI atau yg mlanurut keltelntuan Undang-Udang 

 
39 Jan MLuhamlmlad Altair. (2017). “Pelnyellelsaian Pellanggaran Hukum l Disiplin MLilitelr MLelnurut 

Undang-Undang Nom lor 24 Tahun 2014 Telntang Hukum l Disiplin MLilitelr”. Lelx Privatuml: Jurnal 

ELlelktronik BLagian Hukuml Kelpelrdataan Fakultas Hukum l Unsrat, Vol.5 No.7, halam lan 139. 
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dipelrsamlaakan dngan prajurit TNI.40 Sanksi pidana tamlblahan pelmlelcatan dari 

dinas mlilitelr delngan atau tanpa pelncablutan haknya untuk mlelmlasuki Angkatan 

BLelrselnjata didalaml KUHP tidak ada teltapi khusus dalaml KUHPML ada. 

Pelmlelcatan dari dinas mlilitelr atau tanpa haknya untuk mlelmlasuki angkatan 

blelrselnjata. Dalaml hal ini dimlaksudkan dalaml tanpa haknya untuk mlelmlasuki 

angkatan darat apablila tidak dicablut mlaka seltellah dipelcat dari angkatan mlaka 

akan mlasuk kel angkatan lainnya. Ukuran pelnjatuhan pidana pelmlelcatan disamlping 

pidana pokok ialah pandangan hakiml mlilitelr mlelngelnai keljahatan yang dilakukan 

olelh telrdakwa/telrpidana blelrdasarkan mlana nilai selblagai tidak layak lagi 

dipelrtahankan dalaml kelhidupan mlasyarakat mlilitelr. 

Pelrilaku homloselksual dianggap selblagai ancamlan telrhadap pelmlblinaan 

kelkuatan satuan TNI telrutamla dalaml hal pelmlblinaan pelrsonell karelna dapat 

mlelnimlblulkan keltakutan di kalangan mlilitelr telrkait kelmlungkinan pelnularan 

pelrilaku telrselblut. Kauml homloselksual akan  telrus mlelncari pelnelrus, selrta relntan 

telrhadap pelnyakit kellamlin HIV/AIDS akiblat selring blelrgonta-ganti pasangan. 

Pelrilaku mlelnyimlpang ini diyakini dapat mlelrusak mloral dan disiplin prajurit yang 

blelrpelngaruh pada pellaksanaan tugas pokok TNI telrutamla tugas pokok kelsatuan. 

M Lelngingat damlpaknya yang dianggap selrius, Kelpala Staf Angkatan Darat 

(KSAT) mlelngelluarkan Surat Tellelgraml Nomlor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 

2009 yang mlellarang anggota TNI untuk mlellakukan hublungan selsamla jelnis 

(homloselksual).  

 
40 Rifki Yuditya Saputra. (2019). “Pelnelrapan Pasal 281 KUHP Telntang Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Olelh MLilitelr (Studi Kasus Putusan Pelngadilan MLilitelr Nomlor 127-K/PML.II-

09/AD/VIII/2017)”. Jurnal Hukum l Adigam la, Vol.2 No.1, halam lan 6. 
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Pelngaturan hukuml telrhadap mlilitelr yang mlellakukan pelncablulan selsamla 

jelnis di Indonelsia pada Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana (KUHP) telrdapat 

pada Pasal 294 Ayat (2) kel-1 KUHP yang mlelnyatakan blahwa peljablat yang 

mlellakukan pelrbluatan cablul delngan orang yang karelna jablatan adalah 

blawahannya, atau delngan orang yang pelnjagaannya dipelrcayakan atau diselrahkan 

kelpadanya; Pasal 281 kel-1 KUHP yang mlelnyatakan blarangsiapa delngan selngaja 

dan telrbluka mlellanggar kelsusilaan. Seldangkan pelngaturan pada Kitabl Undang-

Undang Hukuml Pidana M Lilitelr (KUHPM L) telrdapat pada Pasal 103 Ayat (1) 

KUHPM L yang mlelnyatakan blahwa mlilitelr yang mlelnolak atau delngan selngaja 

tidak mlelnaati suatu pelrintah dinas. Kelmludian dalaml UU No. 1 Tahun 2023 

telntang Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana yang mlulai blelrlaku pada 2 Januari 

2026 telrhitung seljak tanggal diundangkan pada 2 Januari 2023, akiblat hukuml blagi 

pellaku yang mlellakukan tindakan pelncablulan pada pasal 414 ayat (1) huruf a 

mlelnyelblutkan telntang pelncablulan selsamla jelnis di mluka umluml atau di telmlpat 

umluml akan dipidana paling lamla satu tahun elnaml blulan. Jika selselorang 

mlellakukan pelncablulan delngan mlelnggunakan unsur selcara paksa atau ancamlan 

kelkelrasan yang telrtuang pada pasal 414 ayat (1) huruf bl akan dipidana selmlblilan 

tahun pelnjara. 

Pelngaturan hukuml larangan telntang LGBLT di lingkungan TNI telrdapat 

pada Pelraturan Pelmlelrintah Nomlor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf bl 

Telntang Admlinistrasi Prajurit Telntara Nasional Indonelsia yang mlelnyatakan 

blahwa Prajurit diblelrhelntikan tidak delngan hormlat dari Dinas Kelprajuritan karelna 
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mlelmlpunyai tabliat dan/atau pelrbluatan yang nyata-nyata dapat mlelrugikan disiplin 

kelprajuritan atau TNI. 

B.  Tindakan Yang MLelmlblelratkan Pellaku Pelncablulan Selsamla Jelnis Di 

Kelmlilitelran 

1. Tindakan Yang MLelm lblelratkan Pellaku Tindak Pidana 

Pasal 193 ayat (1) KUHAP mlelnyatakan jika pelngadilan blelrpeldapat 

blahwa telrdakwa blelrsalah mlellakukan tindak pidana yang didakwakan 

kelpadanya, mlaka pelngadilan mlelnjatuhkan pidana. mlasalah yang dihadapi 

blelrikutnya adalah mlelnelntukan blelrapa hukumlan yang pantas dijatuhkan 

kelpada telrdakwa. Ada blanyak faktor yang mlelmlbluat hakiml mlelnjatuhkan 

hukumlan blelrat atau ringan, telrgantung fakta pelrsidangan. Satu hal yang jellas, 

selsuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, alasan-alasan yang mlelmlblelratkan 

(aggravating circum lstancels) dan mlelringankan (attanuating circum lstancels) 

hukumlan harus dicantumlkan dalaml putusan. Jika tidak, dapat mlelngakiblatkan 

putusan blatal delmli hukuml.41 

Selcara umluml, faktor pelmlblelratan pidana dapat dibleldakan mlelnjadi: 

a. Lelgal Aggravating Circum lstancels, yaitu faktor pelmlblelratan pidana 

yang diatur dalaml undang-undang, telrdiri dari: 

1) Keladaan tamlblahan yang mlelmlblelratkan pidana yang dirumluskan 

selblagai unsur tindak pidana; 

 
41 MLuhamlmlad Yasin. “MLelngelnal Carl’s Law Dasar MLelmlpelrblelrat Vonis Pellaku Keljahatan”. 

https://www.hukumlonlinel.com l/blelrita/a/mlelngelnal-icarls-law-i--dasar-m lelmlpelrblelrat-vonis-pellaku-

keljahatan-lt5elbla14f04d00el/, diaksels pada 10 Juli 2024 Pukul 17.00 Wibl. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-icarls-law-i--dasar-memperberat-vonis-pelaku-kejahatan-lt5eba14f04d00e/
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-icarls-law-i--dasar-memperberat-vonis-pelaku-kejahatan-lt5eba14f04d00e/
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Selblagaimlana pelndapat M Loelljatno, blahwa keladaan 

tamlblahan yang mlelmlblelratkan pidana mlelrupakan salah satu unsur 

atau ellelmleln pelrbluatan pidana.42 M Laksudnya keladaan tamlblahan 

yang mlelmlblelratkan pidana (strafvelrzwarelndel om lstandigheldeln) 

adalah faktor-faktor yang dapat mlelningkatkan b lelratnya hukumlan 

yan dijatuhkan olelh hakiml atas suatu tindak pidana. Keladaan ini 

blukan mlelrupakan unsur atau ellelmleln dari pelrbluatan pdana itu 

selndiri, teltapi mlelrupakan faktor-faktor yang dipelrhitungkan 

seltellah telrbluktinya unsur-unsur tindak pidana. 

2) Pelmlblelratan pidana yang dirumluskan dalaml pelraturan pelrundang-

undangan; 

MLelrujuk pada keltelntuan-keltelntuan hukuml yang 

mlelneltapkan kondisi atau situasi telrtelntu dimlana hukumlan yang 

diblelrikan kelpada pellaku tindak pidana dapat atau harus 

dipelrblelrat. Pelmlblelratan pidana ini ditelntukan olelh pelraturan 

pelrundang-undangan, selpelrti dalaml KUHP atau undang-undang 

khusus lainnya. 

b. Judical Aggravating Circum lstancels, yaitu keladaan-keladaan 

mlelmlblelratkan yang pelnilaiannya mlelrupakan kelwelnangan pelngadilan. 

Keladaan-keladaan mlelmlblelratkan yang pelnilaiannya mlelrupakan 

kelwelnangan pelngadilan mlelrujuk pada kondisi atau faktor yang dapat 

mlelningkatkan blelratnya hukumlan, teltapi tidak selcara telgas diatur 

 
42  MLoelljatno, 2009, Asas-Asas Hukuml Pidana, Jakarta: Rinelka Cipta, halam lan 69. 
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dalaml undang-undang. Pelnilaian telrhadap keladaan-keladaan ini 

selpelnuhnya diselrahkan kelpada kelblijaksanaan hakiml blelrdasarkan 

fakta-fakta yang telrungkap dalaml pelrsidangan. 

Selkalipun samla-samla selblagai faktor pelmlblelratan pidana, kelduanya 

harus dibleldakan, karelna mlelmliliki pelngaruh yang blelrblelda dalaml pelnjatuhan 

pidana. Lelgal aggravating circum lstancels mlelnelntukan blatas pelmlidanaannya, 

selmlelntara judicial aggravating circum lstancels mlelnelntukan blelntuk dan 

tingkat pidana yang dijatuhkan.43 

Dasar pelmlblelratan pidana umluml ialah dasar pelmlblelratan pidana yang 

blelrlaku untuk selgala mlacaml tindak pidana, blaik yang ada di dalaml kodifikasi 

mlaupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pelmlblelratan pidana khusus 

dirumluskan dan blelrlaku pada tindak pidana telrtelntu saja, dan tidak blelrlaku 

untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mlelngatur telntang dasar yang 

mlelnyelblablkan diblelratnya pidana umluml, ialah: 

1. Karelna keldudukan selblagai peljablat (am lbltellijkel hoeldanighelid) 

Pelmlblelratan karelna jablatan ditelntukan dalaml Pasal 52 KUHP 

yang rumlusan lelngkapnya adalah: “BLila mlana selorang peljablat karelna 

mlellakukan tindak pidana mlellanggar suatu kelwajiblan khusus dari 

jablatannya, atau pada waktu mlellakuakan tindak pidana mlelmlakai 

kelkuasaan, kelselmlpatan dan sarana yang diblelrikan kelpadanya karelna 

jablatannya, pidananya ditamlblah selpelrtiga”.  

 
43 Dwi Hananta. (2018). “Pelrtimlblangan Keladaan-Keladaan MLelringankan Dan MLelmlblelratkan 

Dalaml Pelnjatuhan Pidana”. Jurnal Hukum l dan Pelradilan, Vol, 7 No.1, halam lan 92. 
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Dasar pelmlblelrat pidana telrselblut dalaml Pasal 52 ini adalah 

telrleltak pada keladan jablatan dari kualitas si pelmlb luat (peljablat atau 

pelgawai nelgelri) mlelngelnai 4 hal, yaitu dalaml mlellakukan tindak pidana 

delngan: 

a. M Lellanggar suatu kelwajiblan khusus dari jablatannya; 

b. M Lelmlakai kelkuasaan jablatannya; 

c. M Lelnggunakan kelselmlpatan karelna jablatannya; 

d. M Lelnggunkan sarana yang diblelrikan karelna jablatannya. 

Subljelk hukuml yang dipelrblelrat pidananya delngan dapat 

ditamlblah selpelrtiga, adalah blagi selorang peljablat atau pelgawai nelgelri 

(amlbltelnaar) yang mlellakukan tindak pidana delngan mlellanggar dan 

atau mlelnggunakan 4 keladaan telrselblut di atas. 

Syarat yang pelrtamla ialah orang itu harus pelgawai nelgelri. 

M Lelngelnai pelgawai nelgelri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang keldua 

pelgawai nelgelri itu harus mlellanggar kelwajiblannya yang istimlelwa 

dalaml jablatannya atau mlelmlakai kelkuasaan, kelselmlpatan, atau daya 

upaya (alat) yang dipelrolelh dari jablatannya. Yang dilanggar itu harus 

suatu kelwajiblan istimlelwa blukan kelwajiblan bliasa.  

Contohnya selorang polisi ditugaskan mlelnjaga suatu blank 

nelgara supaya pelncuri tidak mlasuk, mlalah ia yang mlelncuri. Contoh 

lain Selorang blelndaharawan yang mlelnggellapkan uang. M Lelnurut Pasal 

52 KUHP hukumlannya dapat ditamlblah selpelrtiganya. 
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2. M Lelmlblawa blelndelra kelblangsaan pada waktu mlellakukan tindak pidana 

M Lellakukan suatu tindak pidana delngan mlelnggunakan sarana 

blelndelra kelblangsaan dirumluskan dalaml Pasal 52 (a) KUHP yang 

blelrblunyi blilamlana pada waktu mlellakukan keljahatan digunakan 

BLelndelra Kelblangsaan Relpubllik Indonelsia, pidana untuk keljahatan 

telrselblut ditamlblah selpelrtiga.Pasal 52 (a) diselblutkan selcara telgas 

pelnggunaan blelndelra kelblangsaan itu adalah waktu mlellakukan 

keljahatan, mlaka tidak blelrlaku pada pellanggara, ini blelrlaku pada 

keljahatan mlanapun, telrmlasuk keljahatan mlelnurut pelrundang-undangan 

diluar KUHP. 

3. Pelngulangan tindak pidana (relcidivel) 

Ada 2 (dua) arti pelngulangan yang satu mlelnurut mlasyarakat 

dan yang satu mlelnurut hukuml pidana. M Lelnurut mlasyarakat (sosial), 

mlasyarakat mlelnganggap blahwa seltiap orang yang seltellah dipidana 

yang kelmludian mlellakukan tindak pidana lagi, disini ada 

pelngulanngan tanpa mlelmlpelrhatikan syarat-syarat lainnya. Seldangkan 

pelngulangan mlelnurut hukuml pidana, yang mlelrupakan dasar pelmlblelrat 

pidana ini, tidaklah cukup hanya mlellihat blelrulangnya mlellakukan 

tindak pidana teltapi juga dikaitkan pada syarat-syarat telrtelntu yang 

diteltapkan olelh undang-undang. 

Relcidivel adalah pelngulangan tindak pidana. Relcidivist adalah 

orang yang tellah mlellakukan suatu keljahatan dan telrhadap pelrbluatan 

mlana tellah dijatuhi hukumlan, akan teltapi seltellah itu ia selblelluml limla 
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tahun blelrlalu mlellakukan jelnis keljahatan itu lagi atau mlelnurut undang-

undang samla jelnisnya. 

Syarat relcidivel adalah : 

a. M Lelngulangi keljahatan yang samla atau olelh undang-undang 

dianggap samla mlacamlnya, Samla mlacamlnya mlaksudnya kali ini 

mlelncuri, lain kali mlelncuri lagi. Olelh undang-undang dianggap 

samla mlacamlnya yaitu selmlua pasal yang telrselblut dalaml Pasal 486 

KUHP mlelskipun lain mlacamlnya teltapi dianggap samla. 

b. Antara mlellakukan keljahatan yang satu delngan yang lain sudah ada 

putusan hakiml. 

c. Harus hukumlan pelnjara. 

d. Antaranya tidak lelblih dari limla tahun telrhitung seljak telrsalah 

mlelnjalani samla selkali atau selblahagian dari hukumlan yang tellah 

dijatuhkan. 

4. Gablungan tindak pidana (sam lelnloop) 

Apablila di dalaml suatu jangka waktu yang telrtelntu, selselorang 

tellah mlellakukan lelblih dari pada satu tindak pidana dalaml jangka 

waktu telrselblut orang yang blelrsangkutan blelluml pelrnah dijatuhi 

hukumlan olelh pelngadilan, karelna salah satu dari tindakantindakan 

yang tellah dilakukan.  

Concursus dibleldakan atas 3 jelnis yaitu : 

a. Concursus idelalis (gablungan satu pelrbluatan) Pasal 63 KUHP 

b. Voogelzelttel handelling (pelrbluatan blelrlanjut) Pasal 64 KUHP. 
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c. Concursus relalis (gablungan blelblelrapa pelrb luatan) Pasal 65 

KUHP 

Pelmlblelratan pidananya mlelmlakai sistelml ablsorpsi dipelrtajaml, 

kumlulasi, walaupun dalaml hal-hal telrtelntu pada kelnyataannya juga 

telrsirat pelringanan pidana yakni delngan sistelml ablsorpsi dan kumlulasi 

dipelrlunak. 

5. UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 UU No.17 Tahun 

2016 telntang Pelrlindungan Anak 

Di dalaml Undang-Undang Pelrlindungan Anak dinyatakan 

blahwa pellaku keljahatan selksual telrhadap anak dijelrat delngan 

hukumlan mlaksimlal kurungan sellamla 15 tahun, seldangkan apablila 

pellaku adalah orangtua, saudara ataupun kelrablat dari korblan, mlaka 

hukumlan ditamlb lah selpelrtiga hukumlan yang asli selhingga total 

hukumlan pelnjara mlelnjadi 20 tahun.44 

2. Tindakan Yang MLelmlblelratkan Pellaku Pelncablulan Selsamla Jelnis 

Dalaml Putusan Nom lor 67 K/MLil/2021 

a. Kasus Posisi 

Kapteln Arh Adel Gunawan (Telrdakwa) mlelnjadi Prajurit TNI AD 

mlellalui pelndidikan Akadelmli MLilitelr di M Lagellang lulus pada tahun 2011 

dan dilantik delngan pangkat Leltda, sellanjutnya Telrdakwa mlelngikuti 

pelndidikan Selsarcab l Arhanud di Pusdik Arhanud M Lalang, seltellah lulus 

dilanjutkan mlelnelmlpuh standarisasi prajurit Cakra Kostrad di daelrah 

 
44 Tofik Yanuar Chandra, Op,cit., halam lan 114-117. 



52 
 

 

Latigan Kostrad Sangga BLuana sellamla 3 (tiga) blulan, seltellah lulus 

Telrdakwa ditelmlpatkan di Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad samlpai delngan 

selkarang delngan pangkat Kapteln Arh NRP 11110017880686 Jablatan 

Danrai Rudal C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad. 

Pada waktu-waktu dan di telmlpat-telmlpat di blawah ini, yaitu seljak 

blulan Juni tahun 2020 samlpai delngan blulan Agustus tahun 2020 di BLarak 

Relmlaja Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad Selrpong Tangelrang. Pada hari 

Sabltu tanggal 29 Agustus 2020 selkira pukul 10.00 WIBL Telrdakwa 

mlelngumlpulkan 16 (elnaml blellas) Relmlaja PA/BLA/TA Yonarhanud-

1/Kostrad di koridor BLarak Relmlaja C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad 

antara lain Leltda Arh Rino, Selrtu Junianto, Pratu Delka, Pratu Arga, 

Prada Rahmlat, Pratu Wirdan, Pratu Purna, Prada Deldel, Prada Ananda, 

Prada Aksan, Prada Dodi, Prada Syarif, Prada Robli, Prada BLurhan, Prada 

David dan Saksi-1 untuk mlelmlblelrikan pelngarahan agar tidak mlelmlbluat 

pellanggaran, harus komlpak dan harus loyal kelpada atasan, selkira pukul 

01.00 WIBL Telrdakwa seltellah sellelsai pelngarahan, kelmludian 16 (elnaml 

blellas) Relmlaja telrselblut langsung blelristirahat. 

Pada hari M Linggu tanggal 30 Agustus 2020 selkira pukul 02.00 

WIBL di BLarak Relmlaja Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad, pada saat itu Saksi-

1 telrblangun dan mlellihat Telrdakwa mlasuk kel BLarak Relmlaja C kelmludian 

Saksi-1 tidur kelmlblali, sellanjutnya selkira pukul 02.30 WIBL saat Saksi-1 

seldang telrtidur tibla-tibla Saksi-1 mlelrasakan kelmlaluan Saksi-1 ada yang 

mlelrelmlas-relmlas selrta dikocok-kocok selhingga kelmlaluan Saksi-1 
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mlelngalamli elrelksi (mlelnelgang) yang pada akhirnya Saksi-1 mlelngelluarkan 

spelrmla. Selkira pukul 04.00 WIBL Saksi-1 diblangunkan olelh Telrdakwa, 

pada saat itu posisi Telrdakwa saat mlelmlblangunkan Saksi-1, Telrdakwa 

seldang blelrblaring di samlping kiri Saksi-1, kelmludian Telrdakwa 

mlelmlelrintahkan Saksi-1 untuk pelrsiapan korvel, sellanjutnya kelmludian 

Saksi-1 telrblangun dan pelrgi kel kamlar mlandi, dan pada saat di dalam l 

kamlar mlandi Saksi-1 blelrfikir blahwa yang mlelrelmlas-relmlas selrta 

mlelngocok-ngocok kelmlaluan Saksi-1 samlpai mlelngalamli elrelksi 

(mlelnelgang) samlpai mlelngelluarkan spelrmla adalah Telrdakwa, sellanjutnya 

Saksi-1 kelluar dari kamlar mlandi dan mlellanjutkan korvel BLarat Relmlaja. 

Kelmludian selkira pukul 14.00 WIBL Saksi-1 mlelncelritakan keljadian yang 

dialamli Saksi-1 kelpada Pratu Arga, seltellah Saksi-1 blelrcelrita Pratu Arga 

mlelnyamlpaikan kelpada Saksi-1 akan mlellaporkan pelrbluatan telrselblut 

kelpada Pimlpinan. 

Pada hari Rablu tanggal 2 Selptelmlblelr 2020 Danyon Arhanud 

1/PBLC/1 Kostrad M Layor Arh Hellmly Ariansyah, S.EL mlellaporkan keljadian 

yang dialamli olelh Saksi-1 telrselblut kelpada Asintell Divif 1 Kostrad, 

blelrdasarkan laporan telrselblut Asintell Divif 1 Kostrad mlelmlelrintahkan 

Danyon Arhanud 1/PBLC/1 Kostrad untuk mlelndatangkan Telrdakwa kel 

kantor Sintell Divif 1 Kostrad guna dilakukan pelmlelriksaaan, dan hasil 

pelmlelriksaan telrselblut adalah Telrdakwa mlelngakui pelrbluatan Asusila yang 

dilakukan telrhadap blelblelrapa anggota Relmlaja Yonarhanud 1/PBLC/1 

Kostrad. 
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MLelnurut para Saksi tingkah laku Telrdakwa selhari-hari selpelrti 

bliasa, akan teltapi pada saat blelrkumlpul delngan anggota di luar jaml dinas 

di BLarak Relmlaja C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad sikap Telrdakwa 

telrlihat felmliniml dalaml gelrak tubluh dan cara blelrblicara Telrdakwa. Seltellah 

Telrdakwa mlellakukan pelrbluatan Asusila telrhadap para Saksi, para Saksi 

tidak mlellaporkan pelristiwa telrselblut dikarelnakan para Saksi mlelrasa takut 

dan mlelrasa tidak elnak karelna Telrdakwa mlelrupakan Danrai Rudal C, 

yang mlelrupakan atasan langsung para Saksi.  

Telmlpat Telrdakwa mlellakukan pelrbluatan Asusila kelpada para 

anggota Relmlaja di BLarak Relmlaja Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad 

mlelrupakan telmlpat telrbluka dikarelnakan antara telmlpat tidur yang satu 

delngan yang lain tidak telrdapat selkat selhingga orang lain dapat mlellihat 

pelrbluatan Asusila Telrdakwa, dimlana pelrbluatan Asusila telrselblut akan 

mlelnimlblulkan rasa jijik dan risih selrta mlalu blagi seltiap orang yang 

mlellihatnya. Pada saat telrjadinya pelrbluatan Asusila telrselblut, pangkat 

Telrdakwa adalah Kapteln delngan jablatan Danrai Rudal C Kelstuan 

Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad, seldangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, 

Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 blelrpangkat Prada delngan jablatan anggota 

Rai C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad yang mlelrupakan b lawahan langsung 

dari Telrdakwa. Telrdakwa tellah mlelngeltahui adanya pelnelkanan dari 

pimlpinan telrselblut namlun Telrdakwa teltap mlellakukan pelrbluatan Asusila 

telrhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, 

selhingga delngan delmlikian pelrbluatan Telrdakwa telrselblut blelrdasarkan 
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Laporan Polisi Nomlor LP-09/A-09/IX/2020/IDIK tanggal 5 Selptelmlblelr 

2020 harus diprosels hukuml lelblih lanjut. Selblelluml pelrkara ini Telrdakwa 

pelrnah mlellakukan tindak pidana yaitu pelnyalahgunaan welwelnang yang 

sudah diadili dan dijatuhi pidana olelh Pelngadilan M Lilitelr II-08 Jakarta, 

namlun tidak mlelnjadi pellajaran atau mlelmlbluat jelra, teltapi Telrdakwa teltap 

mlellakukan tindak pidana lagi. 

Adapun tindakan yang mlelmlblelratkan telrdakwa dalaml putusan 

Nomlor 67 K/M Lil/2021, yang telrdapat pada kasus posisi yaitu selblagai 

blelrikut: 

a) Pelrbluatan Telrdakwa dilakukan Telrhadap anggota BLatelrai C 

Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad yang selharusnya mlelnjadi tanggung 

jawabl Telrdakwa sellaku Komlandannya. 

b) Pelrbluatan Telrdakwa blelrpotelnsi mlelrusak disiplin dan mlelntal prajurit 

BLatelrai C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad. 

c) Pelrbluatan Telrdakwa blelrtelntangan delngan Sapta M Larga blutir kellimla, 

Sumlpah Prajurit blutir keldua selrta mlelrusak citra institusi TNI 

khususnya kelsatuan Telrdakwa di mlata mlasyarakat. 

d) Selblelluml mlellakukan pelrbluatan dalaml pelrkara ini Telrdakwa sudah 

pelrnah mlellakukan tindak pidana pelnyalahgunaan welwelnang 

dansudah diprosels selrta dijatuhi pidana olelh Pelngadilan M Lilitelr II-08 

Jakarta. 

BLelntuk pelmlblelratan pidana telrhadap TNI yang mlellakuakan 

pelncablulan selsamla jelnis delngan blawahannya yaitu b lelrupa pelmlelcatan 
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atau pelmlblelrhelntian dari dinas mlilitelr apalagi pelrbluatannya mlelliblatkan 

kelluarag blelsar MLilitelr. Prajurit TNI yang telrliblat dalaml jaringan LGBLT 

akan dipelcat karelna tindakan telrselblut blelrtelntangan delngan normla 

asusuila, hukuml, agamla, dan bludaya.  

C.  Analisis Pelrtim lblangan Hakiml Dalaml MLelnjatuhkan Putusan Tindak 

Pidana Pelncab lulan Selsamla Jelnis Olelh Anggota MLilitelr Dalaml Putusan 

Pelrkara Nomlor 67 K/MLil/2021 

Pelrkara dalaml Putusan Nomlor 67 K/MLil/2021 telntang pellaku pelncablulan 

selsamla jelnis mlelrupakan tindak pidana yang dilakukan olelh selorang kapteln 

telrhadap blelblelrapa anggota mlilitelr blawahannya. Dalaml pelrkara telrselblut, hakiml 

mlelnjatuhkan putusan telrhadap Telrdakwa yang amlarnya blelrblunyi Telrdakwa 

telrblukti selcara sah dan mlelyakinkan blelrsalah mlellakukan tindak pidana delngan 

selngaja tidak mlelnaati suatu pelrintah dinas, mlelmlidana Telrdakwa delngan pidana 

pokok pelnjara sellamla 8 (dellapan) blulan dan pidana tamlblahan dipelcat dari dinas 

mlilitelr. BLelrdasarkan fakta di pelrsidangan, pelrbluatan Telrdakwa telrselblut telrjadi 

dalaml relntang waktu antara tahun 2015 samlpai delngan tahun 2020 telrhadap 

blawahannya.  Dalaml kasus pelncablulan selsamla jelnis ini dihadirkan 11 orang saksi 

yang mlana mlelrelka juga mlelrupakan korblan. Selmlua saksi tellah disumlpah di 

pelrsidangan Pelngadilan M Lilitelr II-08 Jakarta dan kelsaksiannya dijadikan 

pelrtimlblangan hakiml dalaml mlelnjatuhkan putusan. 

Dalaml putusan tindak pidana pelncablulan selsamla jelnis olelh anggota mlilitelr 

Nomlor 67 K/MLil/2021 jaksa Pelngadilan M Lilitelr II-08 Jakarta mlelndakwa 

Telrdakwa delngan tiga dakwaan yaitu dakwaan kelsatu Pasal 294 Ayat (2) kel-1 
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KUHP yaitu Peljablat yang mlellakukan  pelrbluatan cablul delngan b lawahannya, atau 

delngan orang yang pelnjagaannya dipelrcayakan atau diselrahkan kelpadanya; 

dakwaan keldua Pasal 281 kel-1 KUHP yaitu blarangsiapa delngan selngaja dan 

telrbluka mlellanggar kelsusilaan; dan dakwaan keltiga Pasal 103 Ayat (1) KUHPML 

yaitu MLilitelr yang delngan selngaja tidak mlelnaati suatu pelrintah dinas. 

Untuk mlelngeltahui dan mlelmlbluktikan lelblih lanjut mlelngelnai pelrbluatan 

Telrdakwa, mlaka pelnulis akan mlelnguraikan analisis pelrbluatan pellaku blelrdasarkan 

Pasal-Pasal yang didakwakan dalaml Putusan Nomlor 67 K/M Lil/2021 adalah 

selblagai blelrikut: 

1.  Pasal 294 Ayat (2) kel-1 KUHP 

Pasal 294 Ayat (2) kel-1 KUHP mlelnyatakan blahwa selorang peljablat 

yang mlellakukan pelrbluatan cablul delngan blawahannya, atau delngan 

selselorang yang pelnjagaannya dipelrcayakan atau diselrahkan kelpadanya, 

dapat dikelnakan hukumlan pelnjara hingga 7 tahun. M Lelngelnai pelrbluatan 

asusila atau pelrbluatan cablul yang dilakukan Telrdakwa telrhadap 

blawahannya diatur dalaml 294 Ayat (2) kel-1 KUHP mlelngandung unsur-

unsur: 

a. Unsur Peljablat 

M Lilitelr dikatakan selblagai peljablat karelna mlelrelka adalah 

blagian dari aparatur nelgara yang mlelmliliki kelwelnangan dan 

tanggung jawabl telrtelntu dalaml mlelnjalankan fungsi-fungsi 

pelmlelrintahan, khususnya dalaml blidang pelrtahanan dan kelamlanan. 

Dalaml kontelks ini, istilah "peljablat" mlelrujuk pada individu yang 
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mlelmlelgang posisi relsmli dalaml struktur organisasi pelmlelrintah dan 

mlelmliliki otoritas untuk mlellaksanakan tugas-tugas yang tellah 

ditelntukan olelh hukuml atau pelraturan. M Lelskipun mlilitelr mlelmliliki 

tugas dan tanggung jawabl yang blelrblelda dari pelgawai nelgelri, 

mlelrelka teltap dianggap selblagai peljablat karelna posisi relsmli dan 

pelran pelnting mlelrelka dalaml struktur pelmlelrintahan. Dalaml hal ini, 

anggota mlilitelr dapat dikatelgorikan selblagai Pelgawai Nelgelri karelna 

statusnya diteltapkan dan diakui olelh nelgara. 

Dalaml pelrkara ini, Telrdakwa selblagai selorang anggota 

mlilitelr AD delngan pangkat Kapteln Arn NRP 11110017880686 

Jablatan Delnrai Rudal C Yonarhanud 1/PBLBL/1 Kostrad blelrdasarkan 

Pasal 92 Ayat (3) KUHP juga dianggap selblagai peljablat. Delngan 

delmlikian unsur Peljablat tellah telrpelnuhi. 

b. Unsur mlellakukan pelrbluatan cablul 

Pelrbluatan cablul adalah selgala pelrbluatan yang mlellanggar 

kelsopanan/kelsusilaan atau pelrbluatan kelji dalaml lingkup hawa 

nafsu blirahi atau hawa nafsu selksual. Pelrbluatan cablul selring kali 

mlelrujuk pada tindakan yang blelrtujuan untuk mlelmluaskan nafsu 

selksual selselorang teltapi dilakukan delngan cara yang tidak pantas, 

selpelrti mlelrabla-rabla, mlelmlpelrlihatkan alat kellamlin, atau mlelmlaksa 

orang lain untuk mlellakukan tindakan selksual tanpa pelrseltujuan. 

Selcara singkat, pelrbluatan cablul adalah selgala blelntuk tindakan yang 
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mlelliblatkan hasrat atau pelrilaku selksual yang tidak sah mlelnurut 

normla kelsusilaan, kelsopanan, dan hukuml yang blelrlaku.  

Unsur mlellakukan pelrbluatan cablul telrselblut mlelndukung 

dakwaan Telrdakwa. BLelrdasarkan fakta di pelrsidangan, Telrdakwa 

saat mlellakukan pelrbluatan cablul blelrpangkat selorang Kapteln delngan 

jablatan Delnrai Rudal C mlellakukan tindakan yang tidak selnonoh 

telrhadap blawahannya di blarak/asramla Tamltamla Relmlaja Yon 

Arhanud 1/PBLC/1 Kostrat. Telrdakwa mlellakukan pellelcelhan selksual 

dan velrblal kelpada blawahannya. BLelrdasarkan pelnjellasan telrselblut, 

mlaka pelrbluatan Telrdakwa mlelmlelnuhi Unsur mlellakukan pelrbluatan 

cablul. 

c. Unsur delngan orang yang diblawah pelrintahnya atau delngan orang 

yang dipelrcayakan atau diselrahkan kelpadanya untuk dijaga. 

Pasal 294 ayat (2) KUHP mlelngatur mlelngelnai pelrbluatan 

cablul di lingkungan kelrja dan pelrbluatan cablul yang dilakukan 

delngan orang diblawah pelrintahnya, atau juga delngan orang yang 

dipelrcayakan/diselrahkan kelpadanya untuk dijaga (dilakukan orang 

dalaml satu lingkungan kelrja/institusi dan blelrstatus selblagai atasan 

dan blawahan). 

Dalaml kasus, Telrdakwa blelrpangkat Kapteln delngan Jablatan 

Delnrai Rudal C seldangkan para Saksi mlasing-mlasing blelrpangkat 

Prada dan Pratu. Antara Telrdakwa dan Saksi dalaml hublungan 

atasan dan b lawahan, tidak ada hublungan kelluarga. Delngan 
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delmlikian unsur delngan orang yang diblawah pelrintahnya tellah 

telrpelnuhi. 

2. Pasal 281 kel-1 KUHP 

Pasal 281 ayat 1 KUHP mlelnyatakan blahwa b larangsiapa yang 

delngan selngaja dan telrbluka mlellanggar kelsusilaan diancaml delngan pidana 

pelnjara paling lamla dua tahun dellapan blulan atau delnda paling blanyak 

limla ratus rupiah. M Lellanggar kelsusilaan adalah pelrbluatan yang 

blelrtelntangan delngan kelsopanan di blidang kelsusilaan yang blelrhublungan 

delngan kelkellamlinan atau blagian bladan telrtelntu lainnya.  

MLelngelnai tindak pidana kelsusilaan yang dilakukan Telrdakwa 

telrhadap blawahannya diatur dalaml 281 kel-1 KUHP mlelngandung unsur-

unsur: 

a. Unsur blarangsiapa 

BLarangsiapa mlelrujuk pada subljelk hukuml, yaitu orang atau 

pihak yang mlellakukan tindakan yang diatur dan dilarang olelh 

undang-undang. BLarangsiapa mlelrupakan unsur pellaku atau subljelk 

dari tindak pidana (dellik). Pelnggunaan kata “blarangsiapa” blelrarti 

blahwa pellaku blisa siapa saja dan siapa pun dapat mlelnjadi pellaku. 

Yang dimlaksud delngan “blarangsiapa” dalaml pelngelrtian KUHP 

adalah orang atau bladan hukuml.  

Dalaml pelrkara Nomlor 67 K/M Lil/2021 telrdapat pellaku yakni 

Kapteln Adel Gunawan yang mlellakukan tindak pidana pelncablulan 

telrhadap blawahannya, yang mlana tindakan telrselblut mlellanggar 
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kelsusilaan. BLelrdasarkan fakta telrselblut, mlaka unsur pellaku dalam l 

Pasal 281 kel-1 KUHP telrpelnuhi. 

b. Unsur delngan selngaja dan telrbluka 

Dalaml kontelks hukuml pidana, telrutamla telrkait tindak 

pidana kelsusilaan, frasa "delngan selngaja" dan "telrbluka" mlelrujuk 

pada dua unsur pelnting yang harus dipelnuhi untuk 

mlelngkatelgorikan suatu pelrbluatan selblagai tindak pidana kelsusilaan. 

Pelnjellasan lelblih lanjut mlelngelnai unsur “delngan selngaja” ini blelrarti 

blahwa pellaku mlellakukan tindakan telrselblut delngan niat dan 

kelsadaran pelnuh, kelselngajaan mlelnunjukkan blahwa tindakan 

telrselblut blukanlah hasil dari kelbleltulan atau tanpa niat mlellainkan 

dilakukan delngan mlaksud telrtelntu. Sellanjutnya pelnjellasan 

mlelngelnai unsur “telrbluka” adalah pelrbluatan telrselblut dilakukan 

ditelmlpat yang dapat dlihat olelh orang lain atau di ruang publlik. 

Jika selselorang mlellakukan pelrbluatan yang mlellanggar kelsusilaan 

delngan niat (delngan selngaja) dan di telmlpat yang dapat dilihat olelh 

publlik (telrbluka), mlaka orang telrselblut mlelmlelnuhi unsur-unsur 

tindak pidana kelsusilaan 

Dalaml pelrkara ini, Telrdakwa mlellakukan pelrbluatan Asusila 

telrhadap para anggota Relmlaja di BLarak Relmlaja Yonarhanud 

1/PBLC/1 Kostrad mlelrupakan telmlpat telrbluka dikarelnakan antara 

telmlpat tidur yang satu delngan yang lain tidak telrdapat selkat 

selhingga orang lain dapat mlellihat pelrbluatan Asusila Telrdakwa, 
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dimlana pelrbluatan Asusila telrselblut akan mlelnimlblulkan rasa jijik dan 

risih selrta mlalu blagi seltiap orang yang mlellihatnya. Pelrbluatan 

Telrdakwa telrselblut tellah mlelmlelnuhi unsur “delngan selngaja dan 

telrbluka”. 

c. Unsur mlellanggar kelsusilaan 

M Lellanggar kelsusilaan adalah mlellakukan pelrbluatan 

mlelmlpelrtunjukkan keltellanjangan, alat kellamlin, dan aktivitas 

selksual yang blelrtelntangan delngan nilai-nilai yang hidup dalam l 

mlasyarakat di telmlpat dan waktu pelrbluatan telrselblut dilakukan.45 

Unsur "mlellanggar kelsusilaan" blelrarti suatu tindakan, pelrnyataan, 

dianggap mlellanggar normla-normla atau aturan-aturan yang 

blelrkaitan delngan kelsopanan, mloralitas, dan eltika yang diakui 

dalaml mlasyarakat. Ini dapat mlelncakup hal-hal yang dianggap tidak 

pantas, cablul, vulgar, atau mlelrelndahkan harkat dan mlartablat 

mlanusia. 

BLelrdasarkan pelrkara Nomlor 67 K/MLil/2021, Telrdakwa 

mlellakukan pelrbluatan yang mlellanggar kelsusilaan, yang mlana 

Telrdakwa mlellakukan pellelcelhan telrhadap blawahannya, blaik 

pellelcelhan selcara velrblal mlaupun pellelcelhan selcara selksual. Atas 

pelrbluatan telrselblut, mlaka Telrdakwa dianggap mlelmlelnuhi unsur 

mlalanggar kelsusilaan.  

 
45 Relnata Christha. “Telntang Tindak Pidana Asusila: Pelngelrtian dan unsurnya”. 

https://jdih.sukoharjokabl.go.id/blelrita/deltail/telntang-tindak-pidana-asusila-pelngelrtian-dan-

unsurnya#:~:telxt=Yang%20dim laksud%20delngan%20%EL2%80%9Cm lellanggar%20kelsusilaan,dan

%20waktu%20pelrbluatan%20telrselblut%20dilakukan.. diaksels pada 08 Agustus 2024 pukul 13.12 

Wibl. 

https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%E2%80%9Cmelanggar%20kesusilaan,dan%20waktu%20perbuatan%20tersebut%20dilakukan
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%E2%80%9Cmelanggar%20kesusilaan,dan%20waktu%20perbuatan%20tersebut%20dilakukan
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%E2%80%9Cmelanggar%20kesusilaan,dan%20waktu%20perbuatan%20tersebut%20dilakukan
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3. Pasal 103 Ayat (1) KUHPML 

Pasal 103 ayat (1) Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana MLilitelr 

(KUHPM L) mlelngatur pellanggaran telrhadap pelrintah dinas di lingkungan 

mlilitelr. Pasal ini blelrblunyi: “M Lilitelr yang mlelnolak atau delngan selngaja 

tidak mlelntaati suatu pelrintah dinas, atau delngan selmlaunya mlellamlpaui 

pelrintah seldelmlikian itu, diancaml karelna keltidaktaatannya yang diselngaja, 

delngan pidana pelnjara mlaksimluml dua tahun elmlpat blulan”. 

MLelngelnai pelrbluatan Telrdakwa yaitu tidak mlelnaati pelrintah dinas 

diatur dalaml Pasal 103 Ayat (1) KUHPM L.  Unsur-unsur yang telrkandung 

dalaml Pasal 103 Ayat (1) KUHPML antara lain: 

a. Unsur mlilitelr 

Selorang mlilitelr telrmlasuk subljelk dalaml tindak pidana umluml 

dan juga subljelk dari tindak pidana mlilitelr.46 BLelrdasarkan 

pelngelrtian telrselblut, mlilitelr mlelrupakan individu yang dianggap 

selblagai subljelk hukuml, yaitu selorang yang dapat dikelnai 

pelrtanggungjawablan hukuml atas tindakan pidana yang 

dilakukannya.  Selorang M Lilitelr ditandai delngan mlelmlpunyai 

pangkat, NRP (nomlor relgistrasi pusat), jablatan dan kelsatuan di 

dalaml mlellaksanakan tugasnya atau blelrdinas mlelmlakai pakaian 

selragaml selsuai delngan M Latranya lelngkap delngan tanda pangkat, 

Lokasi Kelsatuan dan Atriblut lainnya.  

 
46 ELlm larianti Saalino, 2020. Hukuml MLilitelr Di Indonelsia, Ponorogo: Uwais Inspirasi 

Indonelsia, halam lan 2.  
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Pelnjellasan telrselblut mlelnunjukkan blahwa unsur mlilitelr 

telrpelnuhi karelna Telrdakwa Adel Gunawan mlelnjadi Prajurit TNI 

AD mlellalui pelndidikan Akadelmli M Lilitelr di M Lagellang lulus pada 

tahun 2011 dan dilantik delngan pangkat Leltda, sellanjutnya 

Telrdakwa mlelngikuti pelndidikan Selsarcabl Arhanud di Pusdik 

Arhanud MLalang, seltellah lulus dilanjutkan mlelnelmlpuh standarisasi 

prajurit Cakra Kostrad di daelrah Leltingan Kostrad Sangga BLuana 

sellamla 3 (tiga) blulan, seltellah lulus Telrdakwa ditelmlpatkan di 

Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad samlapi delngan selkarang delngan 

pangkat Kapteln Arn NRP 11110017880686 Jablatan Delnrai Rudal 

C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad. BLelrdasarkan uraian di atas 

Telrdakwa mlelrupakan selorang anggota mlilitelr yang mlelmlpunyai 

pangkat, NRP (Nomlor Relgistelr Pusat), jablatan dan mlelmliliki 

kelsatuan. Delngan delmlikian unsur mlilitelr pada Pasal 103 Ayat (1) 

KUHPM L telrpelnuhi. 

b. Unsur yang mlelnolak atau delngan selngaja tidak mlelnaati suatu 

pelrintah dinas atau delngan selmlaunya mlellamlpaui pelrintah 

seldelmlikian itu. 

Adapun yang dimlaksud delngan “delngan selngaja tidak 

mlelnaati suatu pelrintah dinas” mlelngandung pelngelrtian atas 

kelhelndak dan kelmlaunya selndiri tidak dilakukan atau tidak 

mlalaksanakan selsuatu yang dipelrintahkan kelpadanya. Pelrintah 

dinas adalah instruksi atau arahan relsmli yang diblelrikan olelh atasan 
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atau komlandan kelpada blawahannya dalaml lingkungan mlilitelr atau 

organisasi pelmlelrintahan. Pelrintah dinas b lelrtujuan untuk 

mlelmlastikan b lahwa tugas dan fungsi yang tellah diteltapkan dapat 

dilaksanakan delngan elfelktif, selsuai delngan proseldur dan kelblijakan 

yang blelrlaku. 

Dalaml pelrkara Nomlor 67 K/MLil/2021, Telrdakwa telrliblat 

dalaml tindak pidana pelncablulan selsamla jelnis (lelsblian, 

gay/homloselksual). M Lilitelr mlelmliliki aturan pelrintah dinas yang 

mlelnyatakan b lahwa LGBLT (lelsblian, gay/homloselksual, bliselksual, 

dan transgelndelr) tidak blolelh dilakukan olelh anggota mlilitelr. 

Larangan telrselblut ditelgaskan dalaml Surat Tellelgraml Panglimla TNI 

Nomlor ST/398/2009 jo Surat Tellelgraml Panglimla TNI Nomlor 

ST/1648/2019 mlelnyatakan blahwa LGBLT mlelrupakan salah satu 

pelrbluatan yang tidak patut dilakukan olelh selorang prajurit dan 

blelrtelntangan delngan pelrintah keldinasan atau pelrb luatan yang tidak 

selsuai delngan normla kelhidupan prajurit. BLelrdasarkan pelnjellasan di 

atas mlaka pelrbluatan Telrdakwa tellah mlelmlelnuhi Unsur ”yang 

mlelnolak atau delngan selngaja tidak mlelnaati suatu pelrintah dinas 

atau delngan selmlaunya mlellamlpaui pelrintah seldelmlikian itu”, 

Pelrbluatan Telrdakwa yang mlelrupakan anggota mlilitelr telrselblut tellah 

telrblukti selcara jellas mlellanggar pelrintah dinas dalaml Surat Tellelgraml 

Panglimla TNI Nomlor ST/398/2009 jo. Surat Tellelgraml Panglimla TNI 

Nomlor ST/1648/2019. 
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Dapat disimlpulkan blahwa Telrdakwa selcara selngaja tellah 

mlellanggar pelrintah dinas yang telrcantuml dalaml Surat Tellelgraml TNI 

Nomlor ST/398/2009 jo Surat Tellelgraml Panglimla TNI Nomlor 10 Tahun 

2020, mlaka tindakan Telrdakwa telrblukti mlelmlelnuhi unsur-unsur yang 

diatur dalaml Pasal 103 Ayat (1) KUHPML. 

BLelrdasarkan uraian yang tellah dijellaskan di atas, tellah telrblukti blahwa 

pelrbluatan Telrdakwa tellah mlelmlelnuhi unsur-unsur yang keltiga Pasal yang tellah 

didakwakan yakni Pasal 294 Ayat (2) kel-1 KUHP, Pasal 281 kel-1 KUHP, Pasal 

103 Ayat (1) KUHPM L. 

Dalaml pelrkara ini, M Lajellis Hakiml Pelngadilan M Lilitelr Tinggi II Jakarta 

dalaml Putusan Nomlor 67/K/M Lil/2021 mlelnyatakan  Telrdakwa telrblukti sah dan 

mlelyakinkan blelrsalah mlellakukan tindak pidana: ”M Lilitelr yang delngan selngaja 

tidak mlelnaati suatu pelrintah dinas” dan M Lelmlidana Telrdakwa delngan Pidana 

Pokok Pelnjara sellamla 8 (dellapan) blulan juga Pidana Tamlblahan Dipelcat dari dinas 

mlilitelr. 

Putusan Hakiml telrselblut dianggap tidak telpat karelna hanya mlelnelrapkan 

satu pasal, yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPML. Selblelnarnya pelrbluatan Telrdakwa 

tellah mlelmlelnuhi unsur dari tiga pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 294 ayat (2) 

kel-1 KUHP, Pasal 281 kel-1 KUHP, dan Pasal 103 ayat (1) KUHPML. Olelh karelna 

itu, selharusnya telrdakwa dijatuhi sanksi blelrdasarkan tiga pasal selkaligus, yakni 

Pasal 103 ayat (1) KUHPML jo. Pasal 294 ayat (2) kel-1 KUHP jo. Pasal 281 kel-1 

KUHP. Hal ini akan mlelmlpelngaruhi blelratnya sanksi pidana yang dijatuhkan 

kelpada Telrdakwa. Pelnelrapan sanksi delngan mlelngelnakan tiga keltelntuan pidana 
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dalaml satu pelrbluatan telrselblut akan blelrdamlpak pada pelmlblelrian hukumlan yang 

lelblih blelrat kelpada Telrdakwa, telrutamla dalaml hal pidana pokok blelrupa pelnjara 

yang akan lelblih lamla dan lelblih blelrat diblandingkan delngan hukumlan yang tellah 

dijatuhkan olelh Hakiml. 

Olelh karelna itu, hukumlan pelnjara sellamla dellapan blulan yang dijatuhkan 

kelpada Telrdakwa dianggap telrlalu ringan. BLelrdasarkan fakta-fakta yang 

telrungkap di pelrsidangan, telrdakwa tellah mlellanggar pelrintah dinas, mlellakukan 

pelncablulan, dan mlellanggar kelsusilaan selblagaimlana diatur dalaml Pasal 103 ayat 

(1) KUHPML jo. Pasal 294 ayat (2) kel-1 KUHP jo. Pasal 281 kel-1 KUHP. Telrlelblih 

lagi, Telrdakwa mlellakukan tindak pidana telrselblut blelrulang kali dari tahun 2015 

hingga telrtangkap pada tahun 2020, yang tellah mlelncorelng citra kelmlilitelran. M Laka 

selharusnya M Lajellis Hakiml mlelnjatuhkan hukumlan yang lelblih b lelrat dari dellapan 

blulan pelnjara, atau seltidaknya mlelmlaksimlalkan hukumlan selsuai Pasal 103 ayat (1) 

KUHPM L, yaitu pelnjara sellamla dua tahun elmlpat blulan, selrta mlelnamlblahkan pidana 

tamlblahan blelrupa pelmlelcatan dari dinas mlilitelr. 
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BLABL IV 

KELSIMLPULAN DAN SARAN 

 

A. Kelsimlpulan 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmlblahasan yang tellah diuraikan di atas, 

mlaka kelsimlpulan dari pelnellitian ini yaitu selblagai blelrikut: 

1. Pelngaturan hukuml telrhadap mlilitelr yang mlellakukan pelncablulan selsamla 

jelnis di Indonelsia telrdapat blelblelrapa pelngaturan diantaranya:  

a. Dalaml Undang-undang Nomlor 25 Tahun 2014 telntang Hukuml 

Disiplin M Lilitelr selblagai pelngganti Undang-undang Nomlor 26 Tahun 

1997 telntang Hukuml Disiplin Prajurit ABLRI. Undang-Undang Nomlor 

25 Tahun 2014 mlelrupakan Lelgalitas dalaml pelnelgakan hukuml 

disiplin.  

b. Pelngaturan hukuml telrhadap mlilitelr yang mlellakukan pelncablulan 

selsamla jelnis juga telrdapat Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana 

(KUHP) dan Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana M Lilitelr 

(KUHPM L).  Dalaml Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana telrdapat 

pada Pasal 294 ayat (2) kel-1 dan Pasal 281 kel-1 KUHP seldangkan 

dalaml Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana M Lilitelr telrdapat pada 

Pasal 103 ayat (1) KUHPML. 

c. Dalaml UU Nomlor 1 Tahun 2023 yang mlulai blelrlaku 3 tahun telrhitung 

seljak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026, akiblat hukuml blagi 

pellaku yang mlellakukan tindakan pelncablulan pada pasal 414 ayat (1) 
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huruf a mlelnyelblutkan telntang pelncablulan selsamla jelnis di mluka umluml 

atau di telmlpat umluml akan dipidana paling lamla satu tahun elnaml 

blulan. Jika selselorang mlellakukan pelncablulan delngan mlelnggunakan 

unsur selcara paksa atau ancamlan kelkelrasan yang telrtuang pada pasal 

414 ayat (1) huruf bl akan dipidana selmlblilan tahun pelnjara. 

d. Pelngaturan hukuml larangan telntang LGBLT di lingkungan TNI 

telrdapat pada Pelraturan Pelmlelrintah Nomlor 39 Tahun 2010 Pasal 53 

Ayat (1) huruf bl Telntang Admlinistrasi Prajurit Telntara Nasional 

Indonelsia yang mlelnyatakan blahwa Prajurit dib lelrhelntikan tidak 

delngan hormlat dari Dinas Kelprajuritan karelna mlelmlpunyai tabliat 

dan/atau pelrbluatan yang nyata-nyata dapat mlelrugikan disiplin 

kelprajuritan atau TNI. 

2. Tindakan yang mlelmlblelratkan pellaku pelncablulan selsamla jelnis dalaml 

Putusan Nomlor 67 K/M Lil/2021 yaitu selblagai blelrikut: 

a. Pelrbluatan Telrdakwa dilakukan Telrhadap anggota BLatelrai C 

Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad yang selharusnya mlelnjadi tanggung 

jawabl Telrdakwa sellaku Komlandannya. 

b. Pelrbluatan Telrdakwa blelrpotelnsi mlelrusak disiplin dan mlelntal prajurit 

BLatelrai C Yonarhanud 1/PBLC/1 Kostrad. 

c. Pelrbluatan Telrdakwa blelrtelntangan delngan Sapta M Larga blutir kellimla, 

Sumlpah Prajurit blutir keldua selrta mlelrusak citra institusi TNI 

khususnya kelsatuan Telrdakwa di mlata mlasyarakat. 
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d. Selblelluml mlellakukan pelrbluatan dalaml pelrkara ini Telrdakwa sudah 

pelrnah mlellakukan tindak pidana pelnyalahgunaan welwelnang 

dansudah diprosels selrta dijatuhi pidana olelh Pelngadilan M Lilitelr II-08 

Jakarta. 

BLelntuk pelmlblelratan pidana telrhadap TNI yang mlellakuakan pelncablulan 

selsamla jelnis delngan blawahannya yaitu blelrupa pelmlelcatan atau 

pelmlblelrhelntian dari dinas mlilitelr apalagi pelrbluatannya mlelliblatkan kelluarga 

blelsar MLilitelr. 

3. Pelrtimlblangan hakiml dalaml mlelmlutus pelrkara pelncablulan selsamla Jelnis di 

instansi Kelmlilitelran dalaml putusan Nomlor 67/K/M Lil/2021 tellah telrblukti 

selcara sah dan mlelyakinkan blelrsalah mlellakukan tindak pidana delngan 

selngaja tidak mlelnaati suatu pelrintah dinas selblagaimlana Pasal 103 Ayat (1) 

KUHPM L tidak telpat karelna dirasa telrlalu ringan hanya mlelnjatuhkan pidana 

satu Pasal saja yakni Pasal 103 Ayat (1) KUHPML. BLelrdasarkan fakta di 

pelrsidangan Telrdakwa telrblukti mlellanggar pelrintah dinas, telrmlasuk tidak 

mlelnaati pelrintah dan mlellakukan tindakan pelncablulan selrta pellanggaran 

kelsusilaan selblagaimlana diatur dalaml Pasal 103 ayat (1) KUHPM L, jo. Pasal 

294 ayat (2) kel-1 KUHP, jo. Pasal 281 kel-1 KUHP. Telrlelblih lagi, Telrdakwa 

mlellakukan tindak pidana ini blelrulang kali dari tahun 2015 hingga 

telrtangkap pada tahun 2020 yang mlelncorelng citra kelmlilitelran. MLajellis 

Hakiml selharusnya mlelnjatuhkan hukumlan pokok yang lelblih blelrat dari 

dellapan blulan, atau blahkan mlelmlaksimlalkan pidana selsuai Pasal 103 ayat 
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(1) KUHPML, yaitu pidana pelnjara sellamla dua tahun elmlpat blulan, selrta 

pidana tamlblahan blelrupa pelmlelcatan dari dinas mlilitelr. 

B. Saran 

1. Untuk mlelngatasi tindak pidana umluml yang dilakukan olelh prajurit TNI 

dipelrlukan selgelra pelrublahan-pelrublahan dalaml KUHPML yang mlelngatur 

telntang prajurit TNI selblagai subljelk hukuml pidana, selhingga mlelrelka 

dapat dimlintai pelrtanggungjawablan pidana selsuai delngan hukuml pidana 

umluml. MLellakukan relvisi dan pelnyelsuaian agar lelblih jellas dan telgas 

dalaml mlelngatur sanksi blagi pellaku pelncablulan selsamla jelnis. Dan 

mlelmlastikan blahwa seltiap kasus pellanggaran ditangani selcara transparan 

dan adil, selrta mlelmlblelrikan elfelk jelra yang kuat blagi pellaku. 

2. Instansi Kelmlilitelran pelrlu mlelmlpelrkuat sistelml pelngawasan intelrnal untuk 

mlelncelgah telrjadinya tindakan pelncablulan selsamla jelnis di lingkungan 

mlilitelr. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu delngan mlelngadakan 

programl pelndidikan dan pellatihan blelrkala mlelngelnai eltika, disiplin, dan 

nilai-nilai kelsusilaan yang selsuai delngan normla TNI. Juga delngan 

mlelnelrapkan tindakan yang dapat mlelmlblelratkan pellaku pelncablulan 

selsamla jelnis di kelmlilitelran diharapkan dapat mlelmlblelrikan elfelk jelra blagi 

pellaku selrta mlellindungi korblan dan mlasyarakat dari pelrilaku yang 

mlelrugikan. 

3. Dalaml mlelmlutus suatu pelrkara, mlajellis hakiml harus mlelmlpelrtimlblangan 

aspelk filosofis yaitu telrkait nilai-nilai dan prinsip yang dianut olelh 

mlasyarakat Indonelsia. Sellanjutnya harus mlelmlpelrhatikan aspelk 
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sosiologis yaitu telrkait damlpak sosial dari tindakan pellaku dan putusan 

pelngadilan telrhadap mlilitelr dan mlasyarakat luas. Selrta pelrtimlblangan 

yuridis yang didasarkan pada intelrpreltasi yang telpat dan adil dari hukuml 

yang blelrlaku. Dangan blelgitu mlajellis hakiml diharapkan dapat mlelmlbluat 

putusan yang adil dan selsuai delngan prinsip-prinsip hukuml selrta nilai-

nilai yang dianut olelh mlasyarakat Indonelsia. 
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